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Defending the Majesty of Islam: Indonesia’s
Front Pembela Islam (FPI) 1998-2003"

Abstraksi: Front Pembela Islam (FPI) merupakan salah satu kelompok
Islam radikal yang patut diperhitungkan keberadnannya pasca Reformasi
Indonesia 1998. Seperti terlihat pada namanya, organisasi ini didirikan
untik ‘membela’ harkat dan martabat wmat Islam dan mencgakkan syari-
at Islant melalui cara-cara yang dianggap konstitusional. Menurut FPI,
wmat Islam selama ini terlalu sabar dan mengalah dalant wenyikapr ber-
bagai persoalan yang ada. Karena itu dari waktu ke waktu mereka senan-
tiasa menjadi kelampok yang dirugikan. FPI melihat bahwa sikap seperti
itu tidak bisa diteruskan. Umat Islam harus bangkit menuntut hak-hak-
nya dan membela harkat dan martabatiya.

Bagi sebagian orang, fenomena FPI bisa jadi menakutkun. Kehadiran-
nya turul menyumbang dalam pencitragn Islam radikal di Tanah Air.
Memang dalam setiap aksinya, tak segan-segan FPI me lakukan tindakan
destruktif dan anarkis. Mer eka merghancurkan bar, diskotik, kasino, tempal
pelacuran, dan kafe yang dianggap sebagut sarang i aksiat. Semiua ini
mereka lakikan demi memenuhi kewaj iban agama. Aguma memerintah-
kan kepada setiap muslim untuk memerintahkan kebaikan dan melarang
Rmmuwkﬁzmu (amar ma'‘rif nahyl munkar).

EPI lahir dalam situasi dan kondisi politik yang tidak menentut. Ba-
nyak peristiwa yang terjadi di Tanah Air sejak lengseriya Soeharto pada
Mei 1998, mulai dari melambungnya harga-harga bahan pokok, kerusuh-
an sosial, sampai ketidakpastian hukum dan pelanggaran lak asasi manu-
sia. Dalam keadaan seperti itu, sejumlah kelompok Islam mengambil ini-
siatif untik mendirikan pam swakarsa yang berupaya melakukan penga-
manan dan perlindungan. 12i anlara mercka adalah IPL Dalam konteks
ini, FPI pada awalnya mi‘mn’f kelompok pam swakarsa yang didivikan un-
tuk mengamankan dan melindungi wmat Islam. Namn memandang FPI
sebagai pam swakarsa semata juga tidak tepat. Karena sejak awal I'Pl
menuliki fujuan politik yang jelus.

Tujunn ,Hoif tik FPT terlihat dalam upaya mereka untuk menerapkan
syari‘at. TPI mendirikin Komisi Nasional untuk Penerapan Synri‘at Is-
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198 Jajng Jahroni

lam. Komisi ini bertugas mensosialisasikan program penerapan syari'at
Islam ke masyarakat. Di samping ttu, meveka jugn mendirikan komisi-
kontisi lokal di mana program syari'at Islam diperkenalkan kepada
muasyarakat bawah. Menurut FPI, pada dasarnya animo masyarakat un-
tuk menerapan syari'at Islam sangat besar, syari'at Islam tetap hidup
dalam kesadavan merekn. Bahkan di beberapa tempat, menurut FPI, syari’at
Islam sebenarnya sudah dilaksanakan. Sejalan dengan ofonomi daeral,
syari'at Islam akan menjadi isu politik yang sangat strategis.

Bagi kalangan tertentu—terutama masyarakat bawah—=kehadiran FPI
mendapat sambulan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh kenyataan
bahwa pada dasarnya FPDmelakukan tindak pengamanan dan perlindung-
an. Ini jelas imenguntungkan merveka. Dengan kehadivan FPI, tempat-
tempat hiburan malam yang dianggap savang maksiat menjadi sepi bah-
kan banyak yang tutup. Perjudian dan pelacuran yang seringkali ber-
campur baur dengan premanisme merupakan personlan yang sangat nere-
sahkan masyarakat bawah. Kavena itu, ketika TP tampil masyarakat meni-
berikan dukungan.

Di samping itu, dukungan mercka fuga didorong oleh keinginan un-
tuk menegakkan “amar ma‘raf nahyT munkar”. Seruan al-Qur'an ini
jelas merupakan kewajiban atas setiap orvang Islom. Karena itu mereka
membert dukungan-—paling tidak moril—terhadap aksi-aksi yang dilaku
kan FPIL Sejak kenmnculannya, dukungan masyarakat terhadap FPI, batk
berasal dari aktivis pengajian, pemuda, njlis taklim, maupun kelompok-
kelompok warga, terus mengalir. Bohkan mereka kemudian menjadi basis
sosial bagi perkembangan FPI selanjutnya.

Cara yang dilakukan FPI sangat efektif dalam menggalang dukungan
masyarakat miskin perkofaan yang secara soswal mengalami deprivasi. Jar-
gon-jargon FPI miembangkilkan solidaritas di kalangan meveka. Ketwa-
jiban wntuk melaksanakan perintah agama selanjuinya berubah menjadi
perasaan gin melawan keadaan yang tidak berpihak pada mereka. Jar-
gon tersebut digunakan untul melawan musuli-musul Tuhan dan me
lawan orang-crang kaya yang menghambur uang di tempat maksiat.

FPI telal mempengaruhi kelompok-kelompok Islam untuk melakikan
gerakan dengan pola dan model yang sama. Hal ini misalnya lerlihat
bahwa di beberapa kateasan di Jakarta, Tangerang, Bogor dan Bekasi tuni-
buh kelompok-kelompok Islam yang memiliki pola dan model sama. Kyui,
santri, remaja masjid, pemuda nuslim, aktivis pengajian adalah kelom-
pok-kelompok masyarakat Islam yang menuliki keprihatian yang sama ter
hadap masalah-masalah kemaksintan dan kenuunkaran, Mereka sudah miak
dan memendam kemarahan dan kebencian atas maraknya kemaksiatan
yang adna di daeral mereka. Karena ifu ketika FPI muncul, merekn men-
dukungnya bahkan mendirvikan cabang dan ranting organisast di daeral:
MAsIng-masing.

Studia Telanetka, Vied T, N, 2, 2004
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ndonesia’s reformation in 1998 provided an opportunity for

the resurgence of Islamic fundamentalist movements.’ This can

be seen from the proliferation of newly formed organisations
which aim at either establishing an Islamic state or applying Is-
lamic law. The emergence of these organisations is closely related
to the spirit of reformation, where people seem to be free to ex-
press their feelings. Almost every day one can sce people gather-
ing at the House of Representatives in Senavan, Jakarla, in order
to express their aspirations to the members of parliament.

This hardly ever occurred during the Soeharto eva.® From the
early days of his rise to power in the late 1960s, members of the
Indonesian community, including Muslims, were denied the op-
portunity to express their feelings. He applied what is usually re-
ferred to as the “de-ideologisation™ of all social and political pow-
er. Politics was cleansed of any religious embellishment. Further-
more, the Pancasila was imposed as the state’s sole ideology, to
be followed by all political and social organisations in the coun-
try?

Islamic fundamentalism is a term used to indicate a movement
that aims to revive the Golden Age of Islam.* The return to the
Holy Qur’an and the Hadrth is seen as the only solution possible
for Muslims if they want to achicve glory in this mortal life. The
life of the Prophet and the Companions is regarded as the ideal
model to be followed by Muslims. The confession of faith (shahadah)
should accordingly be renewed by the Muslim community since it
has Jong been contaminated by secular ideas which are incompat-
ible with Islam. The unity of the Muslim community (mmmalt), which
is based on the principle of fawhid (the unity of God) should be re-
enacted. Otherwise Muslims will loose their commitment to Is-
lam. If Muslims are not committed to Islam and lheir hearls are
impure, God’s punishment will befall them. The backwardness
and dependency of Muslim countries on Western aid are seen as
God’s punishment, under which Muslims suffer indignity. They
believe that by accepting Islam without question Muslims can re-
store their dignity and live in this world gloriously.

On the one hand, the development of Islamic fundamentalism
in some parts of Indonesia has been influenced by Socharto’s strat-
egy of marginalising Muslims in social and political life. The mush-
rooming of Islamic fundamentalism in the last three years is thus a
release after years of being abused by Soeharto. On the other hand,
this development is inseparable from the global influence of the

A 11 N 2, 2002



202 Japang Jalwani

Islamic resurgence that took place in the last quarter of the twen-
tieth century. Meanwhile, modernisation and globalisation, which
have gradually pervaded all corners of the world, including Mus-
lim countries, are also important factors, bringing major changes
into the lives of Muslims. These sociological factors are interwo-
ven and overlapping causes of the rise of [slamic fundamentalism
in Indenesia.

Muslims under the New Order

During the first two decades of Soeharto’s term, Muslims were
almost entirely absent from significant positions in the country.
Instead of involving Muslims in his government, Soeharto invited
minority groups, consisting of Christians, Catholics, and Chinese
people, whose positions were highly dependent on him, to be-
come his partners. This decision was related to his belief that
Muslims would politically endanger his power. It is obvious that
Soeharto wanted to establish his position before inviting any groups
to come into power. Fully backed by the Armed Forces and the
Golkar Party, his political machine, he had almost absolule con-
trol over the country for about 32 years.”

The Indonesian nation was in a deep crisis following the bloody
coup d’état in 1965. One important step made at the beginning of
Soeharto’s presidency was his decision to invite economists, led
by Widjojo Nitisastro, to become his economic advisory board.
The duties of this board, later called the Berkeley Mafia,® included
facilitating a recovery from the economic crisis, stabilising the ru-
piah, slowing down the rate of inflation, and creating long-term
strategic economic plans. The result was incredible. In a shortspace
of time, Soeharto overcame economic problems and made signifi-
cant improvements. In the following years, economic growth was
relatively stable, on average about 7 percent per year.’

The short-term strategies made by the Berkeley Mafia for the
New Order cconomy were extremely successful. But the imple-
mentation of the long-term strategy of the so-called trickle down
effect was a disaster. The 1997 economic crisis in Indonesia was
partly related to this error in strategic planning. This strategy was
set up for the big business enterprises. The theory works on the
assumplion that following the development of industries, agricul-
ture, trade, banking, finance, export-import, construction, infor-
mation, transportation, telecommunication, mines, and tourism,

Studie Islanika, Vol 17, N 2, 24004
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the benefits would trickle down to the broader community. But
what happened next was totally different.

By the 1980s, as a result of this strategy a number of tycoons,
most of whom were Chinese, the rest Christians or Catholics and
only a few Muslims, controlled large parts of the nalional econo-
my. Instead of trickling down to the broader Indonesian commu-
nity, the money stayed with the families of the tycoons. Compa-
nies that expanded to other sectors were in fact controlled by the
cronies of these companies” owners. The trickle down effect theo-
ry did not work at all. Rather than providing credit, loans, or
grants, it provided fertile ground for corruption, collusion, and
nepotism.®

The majority of Muslims did not play a significant role in these
national business activities. They were the excluded group. They
were allowed access mainly to medium and small businesses, and
mostly in informal sectors. Most Muslims felt this was unfair, which
caused resistance towards the Chinese at the grass roots level, as
well as amongst the middle classes. As the gap between the rich
Chinese and the poor indigenous Indonesians became wider, the
resistance grew stronger. At the same time, resistance towards
Christians, Golkar, ABRI (the Indonesia Armed Forces), and Soe-
harto’s family also increased.”

By the late of 1980s, there were some important changes in
Socharto’s approach towards Islam. These changes were related
to his close relationship with the minority groups, which occa-
sionally bothered him. It was reported that he was angry after
being questioned L. B. Murdani, a Catholic and the commander of
the Indonesian Armed Force, about his family’s pervasive busi-
nesses.'” Soon afterwards, Murdani was dismissed and replaced
by Feisal Tanjung, a conservative Muslim and Murdani’s foe. Af-
ter this event, Soeharto’s relationship with the minority groups
deteriorated further. In contrast, his relationship with Muslims
had entered a new phase.

It is highly likely that Soeharto realised that genuine legitima-
cy actually comes from the majority. In the last decade of his term,
he approached Muslims and applied ‘conservative Islamism’."
Another reason for these changes was the Islamic resurgence tak-
ing place in the country. This was partly the result of the national
education project initiated during the first years of his term. Islam
was seen to be too powerful and too important to be abandoned.
During these years, policies such as an Islamic banking system, a

Skudin Islanvika, Vol 11, No. 2, 2004
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Muslim intellectual organisation foundation, the application of Is-
lamic law in a limited forms, permission for Muslim women to
dress according to their creed public schools, the publication of
Islamic magazines, and the broadcasting of Islamic teaching pro-
grams on television, were arranged for Muslims.

These policies were {ollowed by Soeharto’s sudden practicing
of Islam. He had long been known for his strong adherence to
Javanese mysticism. In 1991, together with his family, he performed
the pilgrimage to Mecca and added ‘Muhammad’ to his name.
Some Muslim leaders welcomed these changes, believing that a
real shift in Soeharto’s approach towards Islam was taking place.
It is highly likely that he wanted to assure his fellow Muslims that
he had really changed. But some Muslim leaders reacted cynical-
ly, saying that it was too little, too late. They urged Muslims not
to be manipulated by Soeharto. All the steps he took were de-
signed to support his power.

Islamic Movements in the 1980s

The project of conservative Islamism was enormous, but only
attracted urban elite Muslims, consisting of bureaucrats, techno-
crats and intellectuals. It is evident that this project only involved,
as Hefner calls them, the regimist Muslims.'” At the grass roots
level, the majority of Muslims did not benefit from this project at
all. The foundation of the ICMI (Indonesian Muslim Intellectual
Association), the biggest project of conservative Islamism, did not
significantly impact upon the lives of the majority of the Muslim
community. A great number of Muslims were still affiliated to
established religious organisations such as Nahdlatul Ulama (NU)
and Muhammadivah."

A number of campus-based organisations were founded in the
late 1970s and early 1980s. At least two main groups need to be
mentioned here. The first group was influenced by the ideas of
the Muslim Brotherhood of Egypt, while the second showed strong
Shi‘ite tendencies. IHowever, it is not easy to obtain a clear picture
of their nature. They had no formal organisations as they kept a
low profile in public. Sometimes they referred to themselves as
usrah (family), harakah (movement), and ikhwan and akhwdt (broth-
ers and sisters).” Names scemed not to be very important. There
appeared to be no distinction between them as the two groups
blurred together and combined the ideas of the Muslim Brother-

Studia Ielamika, Vol 11, Na. 2, 2004
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hood and Shrite thought. They were not concerned with the ideo-
logical boundaries that existed between their Islamic schools of
thought, as they claimed it was not in the spirit of Islam. These
organisations were supported by a large number of students and
were credited with the Islamisation of the campus community.

It is possible that such support was due to the growing aspira-
tions of young Muslim students who were in favour of their ideas.
There was a new movement to understand Islam in a modern and
holistic manner (kaffah). Established Muslim organisations such as
NU and Muhammadiyah were regarded as being unable to realise
these aspirations. These organisations were seen as ‘unserious’ or
‘half-hearted’ in their efforts to realise the ideals of Islam through
producing various innovations (bid‘ak), which in fact reduce the
spirit of Islam.

Meanwhile, students organisations such as HMI (Muslim Stu-
dents’ Association), IMM (Muhammadiyah Students’ Association),
and PMII (Indonesian Muslim Students’ Movement, an NU-linked
student organisation) were too busy with the development of in-
tellectual discourse. Feeling disappointed with their circumstanc-
es, the newly formed student organisations focused their activi-
ties much more on activism. At the beginning of the 1980s, this
new activism began to pervade a number of campuses. This was
ovident from the increased popularity of the jilbab (veil worn by
women) and burga (long clothing worn by women) which replaced
mini skirts, jeans and t-shirts. Mewnwhile, a number of male stu-
dents grew their beards long and wore koko (traditional Javanese
dress). Keeping a low profile in public, they created small discus-
sion circles (halagal), where various Islamic subjects were ad-
dressed. These discussions were often held door-to-door in a very
informal manner.”

The Islamic movement of the 1970s and 80s was marked by
several attempts to seek ‘an alternative Islam’ that was capable of
realising the movement’s ideals.’ An alternative Islam was sought
to ‘substitute’ the existing Islam, which was considered ‘impo-
tent.” This new Islam was expected to be able to actualise an idcal
form of wmmah (Muslim community). To create such a community,
they began with an explanation of the meaning of the Islamic con-
fossion of faith (shahadah). It is usually understood as the formal
utterance of several words indicating that one embraces Islam,
however these groups interpreted the confession of faith in a very

Stuedia Islamitka, Val. 11, Np. 2, 2004
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sophisticated way.” As a result, they understood Islam as a holis-
lic system, a way of life and the ideology by which Muslims can
achieve their ultimate goals. Islam is not only concerned with per-
sonal affairs, but also with social, economic, cultural and political
alfairs.

They believed that if the confession of faith were understood
correctly by Muslims, they could understand other aspects of reli-
gion, such as Islamic moral conduct (akhlag) and the purpose ol
religious devotion (‘ibadah), without too much difficulty. They
would also perform all religious obligations without hesitation.
They were concerned with crealing a new system to replace the
existing system of ignorance (jghiliyyah) and infidelity (kekufuran).
They criticised the established Islamic organisations for misun-
derstanding the fundamental religious principles, which meant
that, despite constituting the majority of the Indonesian popula-
tion, Muslims did not wholeheartedly practice their religion.

The Islamic movement of the 1970s and 80s was fully backed
by young Muslim intellectuals who supporled the university stu-
dents, and also by middle class Muslim families. These intellectu-
als were mostly graduates of Western universities, with only a
few graduates of Middle Eastern universities. They disseminated
new ideas about Islam and modernity. During this period, public
perception towards Islam and Muslim seemed to gradually head
in a positive direction. Islam was suddenly seen to be an elegant
and modern religion, which led to a growth in the number of peo-
ple involved in the Islamic movement. This could be seen, for in-
stance, from the growing number of women wearing jilbab and
burga. Many discussions on Islam were held, and more and more
people made the pilgrimage to Mecca,

Global Influences

The rise of the Islamic movement in Indonesia was encouraged
by several events that took place in the Muslim world. In 1979,
Muslim groups were injected with new enthusiasm by the outbreak
of the Iranian Revolution. Indonesian Muslims do not subscribe to
Shriite Islam, but rather to Sunnite Islam, nevertheless this remark-
able event inspired the Indonesian Islamic movement and once again
reassured them of Islam’s ability to serve as the ideclogy of resis-
tance. Shi'ism became an important issue in the country, raising pro
and contra opinions amongst the Muslim community. But later on,

Studia Islaniika, Vol, 11, Ne. 2, 2004
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thanks to a number of intellectual figures, perceptions towards
Shrism gradually changed. Shism greatly contributed to the de-
velopment of Islamic discourse in Indonesia.™

A number of works by modern Iranian thinkers such as
Avyatullah Rohullah Khomeini, *Alr Shari*ati, and Murtada Mutah-
harT enjoyed a large readership and influenced the ideological for-
mulation of Islamic movements in Indonesia. Several publishing
houses in the country even specialised in the circulation of Shr'ite
books, whilst others specialised in Islamic movements. Amazing-
ly, these books were always sold out. The publication of Islamic
books reached its peak in the 1990s, when at every book fair held
in the country, Islamic publishing houses dominated the exhibi-
tion hall. Certain books have even been republished a number of
times. This can only be explained by the fact that the Indonesian
Muslim community embraced the new spirit of Islam.

Shr‘ite thought was combined with Sunnite thought, such as
that of Sayyid Qutb, Hasan al-Banna, Said Hawaia, and Yosuf
Qardawt. The relationship between the Indonesian Muslim com-
munity and the Middle Fastern thinkers existed long before their
conlact with Iranian Shrite thought.”” Indonesian Muslims regu-
larly sent students to study at Al-Azhar University in Egypt, where
they made contact with the Muslim Brotherhood and brought
home their ideas. I't Zilal al-Qur'an (Under the Shadow of the
Qur’an), a work by Qutb, has been very popular in Indonesia. To
a lesser extent, the same intellectual and religious relationships
also occurred with Pakistan and India, and the ideas of Maudodr
and NadwT have been imported to Indonesia.

The Threal of Modemisation

Modernisation began to pervade all of parts of the Muslim world
in the last quarter of the twentieth century. Most Muslim coun-
tries, which had just achieved independence from Western colo-
nialism, failed to anlicipate this rapid tide of modernisalion. The
main reason {or this failure was that most of them were still living
in traditional or transitional modes, which were lotally different
from modern ones. Castells points out that the social root of Is-
lamic {undamentalism was a reaction to “the [ailure of economic
modernization in most Muslim countries in the 1970s and 1980s.7%
As aresult, many aspects of life changed drastically, which brought
serious problems into the lives of Muslims throughout the world.
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The problem is further complicated by the facl that modernisa-
tion brings with it not only rationalisation but also secularisation.
Islam does not provide a space for the idea of secularism. The fact
that modernism brings the evil of secularism with it means that
Muslims feel pressured and confused in their decision of whether
or not to accept modernisation with all its consequences, or reject
it outright. In addition to this, new ideas imported from the West
like democracy, gender equality, and human rights are also re-
garded with suspicion. Muslims do not have a single response to
this challenge, rather they provide various reactions, ranging from
total rejection to total acceptance.

In the Indonesian context, the situation worsened because, com-
pared to the minority groups, Muslims were the least prepared in
facing the challenges of the modern world. From the 1970s on-
wards, whilst minority groups, constituting twelve percent of the
Indonesian population, started to enjoy high tech lifestyles and
developed modern business enterprises, the other 88 percent, the
Muslim majority, waged a war against poverty and illiteracy. Only
a few Muslims from middle class families enjoyed relatively bel-
ter conditions.

In the late 1970s and 80s, a wave of urbanisation occurred in
Indonesia. Thousands of people, both men and women, most of
them (raditional peasants, were expelled from their villages aller
their land was sold for a low price to wealthy people from the big
cities. They moved lo urban areas looking for a better life but
suffered from terrible and unexpected consequences. These un-
skilled workers were unable to compete with their fellow Indone-
sians from minority groups. Feelings of frustration, fear, and an-
cor grew rapidly and collided with religious sentiments. A num-
ber of halagah were made up of these uneducated and unskilled
urbanites. Later on they developed an ideclogy of resistance to
fight against all injustice and corruptlion.

“Thus, a young, wban population, with a high level of education as a
result of the first wave of modernization, was frustrated in its expectations,
as the economy faltered and new forms of cultural dependency settled in,
[t was jolned in its disconlent by impoverished masses expelled [romrural
areas to cities by the unbalanced modernization of agriculture. This social
mixture was made explosive by the crisis of the nation-state, whose em-
plovees, including military personnel, suffered declining living standards,
and lost faith in the nationalist project.”™
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The Biography of Habib Muhammad Rizieq Syihab

ITabib Muhammad Rizieq Syihab was born in Jakarta on Au-
gust 24, 1963 to an ahl al-bait family (descendanits of the Prophet
Muhammad), as indicated by the title habib (pl. haba 1b). Iis father,
Husein, was an activist who in 1937, together with a number of
colleagues and friends, established PAI (Indonesian Arab Boy-
scouts), which later became PII (Indonesian Islam Boyscouts), of
which he was the chief. From 1930-1945, he was a spy who sup-
plied information to the Indonesian forces. '

In 1945, he was caught by the Dutch and sentenced to death,
but escaped thanks te a native Indonesian working for the Dutch.
After Indonesia’s independence in 1945, Husein worked as a reli-
gious teacher, as did most of the habd'ib. He enjoved a close rela-
tionship with Iabib Ali ibn Abdurrahman a-Habsyi, one of the
most respected abih during that period. Habib Ali ibn Abdurrah-
man a-Habsyl was the founder of an Islamic learning centre in
Kwitang Jakarta and had a great number of followers among the
Hadrami® and Betawi (native Jakartan) communities. Rizieq never
mel his (ather, because Husein died in 1966, one year after Riz-
ieq’s birth. His mother, Syarifah Sidah Al-Attas, who was also an
ahl al-buit, took over his education.

From early on Rizieq obtained a relatively secular education,
as can be seen from the fact that he studied at an elementary school
in Petamburan, Later he atlended a secondary school in Pejom-
pongan. For security reasons he was, surprisingly, moved to a
Christian school located not far from his home. He initially reject-
ed this plan as he was worried about being influenced by ideas
contradictory to his faith. Alter being reassured by his mother,
however, he accepted this decision and spent several years at the
Bethel secondary school. He was purportedly very crilical of his
teachers in this Christian environment, especially when they were
discussing religious matters. On one occasion he introduced the
Islamic perspective of Jesus Christ, according Lo which heis a proph-
et of Allah.

After completing high school, Rizieq planned to study in the
Middle Fast, but his lack of Arabic meant that he studied at LIPTA
(IThe Institute for the Study of Islam and Arabic) in Jakarta. This
institute was financially backed by the Saudi Arabian government.
Rizieq was later accepted at the Facully ol Law at King Saud Uni-
versily. It is important to note that the Saudi government provid-
ed a million dollars annually, channelled through LIPIA or OIC
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{Organisation of Islamic Countries), to send young Muslim stu-
dents to study in Saudi Arabia.

Before heading to Saudi Arabia, Rizieq married Syarifah Fad-
lun, the granddaughter of a well-known Betawi mufti, Sayyid
Uthman ibn Abdullah ibn Yahya.” During his studies, like the most
Indonesian students, he became a guide during the pilgrimage
season. I'le also worked for the Indonesian Embassy in Rivadh.
After his graduation in 1990, he became a teaching assistant al a
high school in Riyadh, but only for one year. In 1992, he returned
to Indonesia, and soon afterwards he became active as a preacher,
making religious specches to the comumunity. This activity lasted
for one year before he was tempted to undertake further study at
the University of Antar Bangsa in Malaysia. After one semester,
however, he dropped out, as he felt that his community needed
him. He then returned to Indonesia and resumed his role as a
preacher.*

Like most Hadrami communitics, the Hadrami communily in
Batavia (later called Jakarta) developed a particular tradition with
Islamic and Arabic symbols at its centre. They maintained the tra-
ditional clothing style of their ancestors from the eighteenth and
nineteenth cenluries, used their family names, and communicaled
only in Arabic. This behaviour continued up until the beginning of
the twentieth century. The Jami‘at al-Khair (The Community of
Righteousness), an organisalion largely working on education, was
a medium though which they maintained their identities. Arabic
and Middle Fastern geography were included in their schools’
curriculum.®

When the wave of modernisation reached Indonesia, the Hadrami
began to accommodate new cultures. Although previously the sayy-
idalh were only allowed to marry the sayyid, a number of them
married common people. This is what actually instigated the con-
flict between the Hadrami and the Irshadi, because the Irshadi did
not accept the 1ladramT’s views on marriage. According to Syeikh
Ahmad Soorkati, the great master of the Irshadi, marriage with a
non-sayyid was valid since all Muslims, HadramT or Irshadi, were
equal.®

Three groups of HadramT exist in Indonesia, based on their re-
ligious attachments. The first group is the puritans, which consists
of HadramTs who have a strong commitment to the pristine source
of Islam. Their roots are found in the teachings of Sayyid Uthman
who considers parigah (Saff orders) as being against the teachings
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of Islam.” The sccond is the moderates, consisting of lladram? who
accommodate religious practices such as those of Nahdhatul Ula-
ma, the largest Islamic organisation in Indonesia. This group is
represented by Sayyid Agil Husein al-Munawwar, the former
Minister of Religious Affairs, who is also a member of Nahdhatul
Ulama. The third group is the seculars. This group consists of the
Hadrami who enjoyed privileges under Dutch colonialism and who
were educated in the Dutch education system. Ahmad Albar, In-
donesian rock star and celebrity, represents this group. The secu-
lar Hadramis are not really concerned with religion. They usually
school their children in the secular education system.

Based on this typology, Habib Muhammad Rizieq Syihab comes
from the puritan school, though he spent several years in secular
schools. Most of the puritans send their children to religious schools
or madrasah (Islamic schools) built by their fellow Hadramt. Many
of them studied in pesantren (Islamic boarding schools) in East Java,
especially Malang, which is the stronghold of Hadrami settlements.
During the colonial era, they travelled to Hadramaut to receive
religious higher education from various shaikh and ‘wlama’. Post-
independence, this tradition was abandoned, since the younger
generation of Hadramy, unlike their forefathers, preferred to be
fully Indonesian rather than Hadramian. This held particularly true
for Abdusrahman Baswedan, who in the late 1930s established
PAI (the Arab-Indonesian Party).”

It is highly likely that Rizieq travelled to Saudi Arabia not only
to study, but also to find his cultural roots. He was concerned
about the condition of the Hadrami in particular and the Muslim
community in ge]w.ral, Soon after his return he began to wear a
ghamis (Arab-style shirt) and turban. Like most of the Saudi grad-
uates, he spoke Arabic as well Indonesian. However he was not
strongly influenced by Wahabism, the formal school of thought ol
the Saudi Arabian kingdom. He has explained on many occasions
that he is not a follower of the Wahabite school, and instead fol-
lows Ald gl-Sunnah wa al-Jowna ‘ah®

As a promising young leader, Rizieq was offered a teaching
position at Madrasah Aliyah (Senior Islamic High School) Jami‘at
al-Khair in Tanah Abang, an area predominantly occupied by the
lHadramis. After a number of years he was promoted to headmas-
ter of the school. In 1996 he resigned from this position, though he
maintained his relationship with Jami‘at al-Khair as he remained
as a member of its teaching staff. He produced a book on fujwid
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(the rules of Qur’anic reading), al-Jadwal al-Mufid fr al-“Ilm al-Tafwid
(The Useful List of Tajwid), which has been widely distributed
throughout nmadrasah in Indonesia, Malaysia and Brunei.

Rizieq witnessed the rapid changes that have taken place in
Jakarta. Tanah Abang, where he grew up, is a slum arca® where
prostitution and robbery exist alongside the mosques and nadrasah.
Gambling and drugs have become part of the community’s daily
life, which is mixed with injustice, poverty, and corruption. These
realilies led to Rizieq's uncompromising approach towards un-
lawful behaviour. He believes that this situation occurred because
the state is no longer able to undertake its dutics of enforcing law
and order.

In many of his speeches, he has criticised the government for
their failure to stop corruption (kemungkaran)® in the country. “To
Command Righteousness and to Prevent Corruption™ has been his
major theme for years. In effect, this theme has led him to address
subjects such as moral crisis, faith, decadence, righteousness and
corruption in his speeches. The term jikad (holy war) has appeared
in most of his speeches. Before the economic crisis hit Indonesia in
1998, he had already warned the counlry about the dangers of a
moral crisis.

Instead of anticipating the crisis, he argues, the government
had controlled public preachers.® A number of them were even
jailed without clear evidence or legal procedures. The government
tightly censored all Muslim preachers and they were not allowed
to speak in front of the public unless they were licensed by the
police. It is hardly surprising that Rizieq compared Socharto to
the Pharaoh, the symbol of infidelity in the Qur’an. Ile was re-
portedly very cautious with government officials, and played a
game of “cat and mouse” with them.

During the 1980s and 1990s there were a great number of
preachers who opposed the government and witnessed growing
dissatisfaction among the unumah. Rizieq argued that it was time
to rise up and make no compromises. Muslim people have been
patienl and tolerant for so long, for which they have received
nothing but suffering. In several places Muslims were killed by
the military and were stigmatised as a result of their desire to
separate themselves from the country and create an Islamic state.
These actions were instigated by the elites, some of them Chris-
tians, who saw lslam as a potential threat to their interests.
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The Emergence of Front Pembela Islam (FI'I)

On August 17 1998, the 53" anniversary of Indonesian inde-
pendence, a number of preachers, haba'ib, ustadh, and ‘ulama’™
mostly from Jakarta, gathered in the Pesantren al-Umm, Kampung
Utan Ciputat. This meeting was held to celebrate Independence
Day as well as to respond {o a number of issues, ranging from
injustice to human rights violations, where a large number of the
viclims were Muslims. Ameng those in attendance were K.H. Ce-
cep Bustomi, Habib Idrus Jamalullail, K.H. Damanhuri, Habib
Muhammad Rizieq Syihab, and K.H. Misbahul Anam, who hosled
the meeting. During this meeting they agreed to create an organ-
isation to find the best possible solutions to all the problems ai-
fecting the wmmah. This meeting has been identified as the emer-
gence of Front Pembela Islam (Islamic Defenders’ Front — hence-
forth referred to as FPI).

The meeting attracted a great deal of interest. Hundreds of
Muslims attended, and a number of high-rank officials from the
Indonesian military are said to have been involved in the estab-
lishment of FPL It is reported that the military provided a lot of
support in the form of money and military training to FP1 para-
military members. This training was in anticipation of emergency
situations. The close nature of the relationship between the mili-
tary and FP’l became even more apparent when a number of high
ranking mililary officials attended the first anniversary af FPIL

Muslim leaders reacted to this closeness in a different way.
Some of them said that this closeness was normal since Muslims
form the majority in this country. The Muslim-military relation-
ship had been interrupted when the military became too close to
the authorities, and were even used to maintain government power.
During the 1980s, the relationship rcached its lowest point when
the military was involved in a number of operations that led to
the Joss of Muslim civilian lives. Although the relationship was
troubled, it did not mean that it could not be improved. Accord-
ing to Adi Sasono, a respected Muslim leader, the relationship
between Muslims and the military is actually a dynamic phenom-
enon, which depends on the political situation. Since the reforma-
tion era, Muslims and the military have reached a new phase in
which both partics have the chance to improve their relationship.™

Since General Faisal Tanjung became the chief commander of
the Indonesian armed forces, important positions in the military
have been controlled by Muslim generals, who, according to Oliv-
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ier Roy,* supported Lhe ‘conservative Islamism’ applied by Soe-
harto at the beginning of the 1990s until his resignation in 1998
Meanwhile reminders of Murdant’s men, a Christian and {ormer
military commander, have gradually been removed. The terms
‘green military’ (Muslim generals) and ‘red-white military™ (na-
tionalist generals) are used to indicate friction within the military.
With the arrival of the reformation era control over the military
was handed to General Wiranto.* However, Wiranto was appoint-
ed as the chief commander at a time when the military was facing
many problems. On one hand, Wiranto was actually a reformist
general, who (ried to restructure and reform the military. On the
other hand, he could nol overcome all the problems facing the
military by himself, including charges of human rights violations
against a number of generals.”

Another theory asserts that the military approached a number
of Muslim groups lo counter criticisms made by left wing groups
consisting of various NGOs, intellectuals, and studen! associa-
tions.® By manipulating religious issues such as the fact that the
generals were Muslims, FPI tried to change this from a political
problem into a religious one. On many occasions, FPI leaders con-
vinced the public that this was the best time to develop a mulual
relationship with the military. They deplored those who criticised
the military. They argued that Muslims should support the mili-
tary since the military was at that time controlled by Muslim gen-
erals. However this argument did not erase the stigma of its many
violations in the past. People still remembered how bad the mili-
tary was during the 1980s, when a number of incidents occurred
in the counlry and hundreds of Muslims were killed. The doctrine
of the military’s dual function meant that the armed forces were
very powerful and made il possible for them to control the coun-
try. In several cases, the military had been accused of human rights
violations. Students, NGOs activists, intellectuals, and human right
activists asked the government to take legal action against the
generals behind these incidents.

It is important to note that several Muslim paramilitary groups,
including I'P1, emerged during the interval between Socharto step-
ping down on May 1998 and the 1999 general election. Various
Muslim groups proposed that Habibie, the incumbent Vice-Presi-
dent, be given a chance to come to power. They regarded him as a
good Muslim who was concerned with Islam, as seen [rom his
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track record and his Muslim political affiliation from the carly
1990s. Muslim paramilitary groups were created to mobilise and
maximise support. Ilabibie purportedly gave a huge amount of
money o several Muslim groups, including FFPI, to pave the way
for his presidency. However, his address to the members of the
People’s Consultative Assembly was rejected and he was unable

]

to stand for another presidency.

K. Misbahul Anam, the Secretary General of FPI, however,
casts doubt on the relationship between FPI and the military. FPI,
he said, rejected the idea of the paramilitary group’s participation
in the security forces during the 1999 Special Session of the Peo-
ple’s Consultative Assembly (MPR-RI}.*" Anam believed that this
kind of participation would only lead to conflict. However, Anam
cannot deny the close relationship between FFI and the military.
Anam argues that I'PI have the same task of protecting all mem-
boers of the community. According to FPI, this task does not exclu-
sively belong to the military forces. Muslims are obliged to pro-
tect all members of their community.

“There are three factors underlying the emergence of FPL The first is
the growth of maeksiat (immorality) in this country which has reached an
intolerable level. Something that we cannot contain. We think it is neces-
sary to create a social movement that is able to stop this meksiaf, We can no
longer rely upon the government, the police officials. They can™. Other-
wise we will see more and more people becoming victims. 5o we have to
rise up and fight against all of these things. The second factor is the increase
in human rights violations against Muslim people and the impotence of the
government and social and political organisations in handling these prob-
lems, We are the majority here, but alas, from time to time we are victim-
ised. L.ook at what happen in Tanjung Priok, Acch, Haur Koneng, and
Majalengka. All these incidents victimised Muslims. Thirdly, it is our obli-
pation to perform amr ma rif (command righteousness) and nahy muskar
{prevent corruption) through the constitutional channels that exist in this
country, as a step towards the realisation of the struggles of our predeces-
sors from NU and Muhammadivah,™!

Even though the FPI leaders argued that they supported the
military and Ilabibie on religious grounds, no one can deny that
their relationship was tinged with political opportunism. After the
Special Session 1999, in which ITabibie’s address was rejected by
the members of parliament, his attempts to build relationships with
radical Islamic groups seemed to have come to an end. Meanwhile,
a number of high ranking military officials maintained their rela-
tionships with these groups for a number of years, because the

Sendin Islamika, Vol 11, Mo, 2, 2004



216 Jajang lakrond

military still needed organisations such as Pl as they continued
to face various problems in the country. Demonstralions and pro-
tests against the military had become part of the daily life of the
Indonesian community. However, the relationship belween the
military and FPI depended upon the support of a number of top
military leaders, and the replacement of these leaders influenced
this relalionship. Based on this, some people have argued that the
presence of radical Islamic groups was actually an experiment by
a number of military officials. This argument is an over-simplifica-
tion of the facts.

From ils inception, FPI flourished as an independent paramili-
tary group which aimed to protect all members of the Muslim com-
munity. However, it never refused to cooperate with other groups,
as long as the cooperation was mutually beneficial. In this context,
it is casy to understand why it developed its relationship with the
military, If we look back to the 1980s, close relalionships between
military figures and Muslim leaders were very common, Having
access to the grass roots level of the community, Muslim leaders
are always in a good bargaining position, which attracts various
parties including the military.

When FPI’s relationship with the military came to an end,
Hamzah Ilaz, the leader of Indonesia’s biggest Islamic political
party, PPP (United Development Parly) [illed the military’s posi-
tion. This relationship was partly related to the fact that FPT is
dominated by the habad'ib, who are also his party’s main support-
ers. Hamzah ITaz needed to maintain his contact with FPLin order
to gain political access to certain Islamic groups in a broader con-
text, though he relied upon his traditional supporters during the
following general election.”” It is necessary to note that the Jutba 'ib
play an important role in the Betawi Muslim community, the so-
cial base of FPPI. When Hamzah was elected Vice-President in 2001,
he frequently attended meetings held by FPT as well as by other
Islamic radical groups. According to one source, Hamzah provid-
ed a great deal of support to Rizieq when the latter was facing
several problems.

During the term of General Sofyan Yacob, FP’1 experienced its
worst treatment from the police. Unlike his predecessors, Yacob
was unwilling to tolerate any destructive behaviour by I'PL I'rom
the beginning, he indicated his hostility towards FPI which, ac-
cording lo him, has never respected the supremacy of the law. It
is hardly surprising that the police and FPI paramilitary troops
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were involved in a number of conflicts. The most important con-
flict occurred when FPI refused lo accept that Rizieq had been
charged with destructive behaviour. The FPI headquarters in
Petamburan Tanah Abang was atlacked by police officers follow-
ing FPT's attacks on a number billiard centres in West Jakarta. This
allack indicated that the support of a number of high-ranking po-
lice officers had come to an end.

Most Indonesian Muslim radical groups are linked in some way
to Middle Eastern figures and organisations. But the extent of their
links very much depends on their ideological and political back-
ground. FPI seems to be the radical Islamic group with the weak-
est connections with Middle Eastern hard line figures, even though
its top leaders are mainly graduates of Middle Eastern universi-
ties. FPI was created to respond to the social and political situa-
tion in Indonesia. It is therefore not surprising that it has no links
to radical Islamic groups in the Middle Cast. Iowever, it is re-
ported that it has attracted a number of Middle Fastern hard-line
fisures. Osama bin Laden, the number one enemy of the .S, and
the foremost suspect in the September 11 attacks, 1s said lo have
offered FPT support in the form of money and weapons. So far, as
Misbahul Anam argues, I'PI does not need such support, as it is
able to support itself.

It is a different case with Laskar Jihad (1.]). L] was {founded
after the release of a fafwa (religious decision) by a number of
Middle Fast wlama’. It is reported that several figures, who later
became L] leaders, asked the opinion of a number of ‘wlama’ in
Yemen and Saudi Arabia, concerning the Muslim-Chrislian con-
flict in Ambon.® In response they said that Muslims are obliged Lo
help and protect Ambonese Muslims from persecution by radical
Christians. Based on this opinion, L] was established. L] therefore
has a strong connection with its allies in the Middle East. It goes
without saying that this connection was its raison d ‘elre, both in its
establishment and its dissolution. Following the Bali bombing in
October 2002, Ja’far Umar Thalib, the leader of 1], who was at the
time in police custody on charges of making a contemptuous speech,
suddenly called an end to L]. This decision was made after the
Middle Eastern ‘ulama' said that the situation in Ambon had im-
proved significantly, so L]'s presence was no longer necessary.

At the end of 2002, there were several changes in government
policy in response (o the existence of radical lslamic groups. Fol-
lowing the Bali bombing in October 2002, in which hundreds of
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civilians were killed, they appeared to take severe action against
these groups. One by one the leaders of radical Muslim groups
have been arrested by the police and charged with various offenc-
es, ranging from planning the assassination of President Mega-
wati Sockarnopulri as in the case of Abu Bakar Ba’asyir,* a cleric
and leader of Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), to making a
contempluous speech, as in the case of Ja’far Umar Thalib, the
leader of Laskar Jihad. Rizieq himself was arrested by the police,
charged with the destruction of several entertainment centres. Soon
after his arrest, Rizieq disbanded the FPI paramilitary troops since
so many people were using them for their own political interests.

FPI as a Muslim Paramilitary Group

From 1998 until 2000, there were a number of incidents that led
to the loss of hundreds of civilian lives. These cases—as far as I'P1
is concerned—have never been solved by Lhe police. In response,
FPI created an independent fact finding team (Badan Pencari Fak-
ta), whose duty il was to investigate the slaughler of so-called
‘black magic practitioners’ in a number of places in Java. The team
went to Demak, Pasuruan, Jember, Probolinggo, and Banyuwan-
gi. They found that the term ‘black magic practitioner” was mis-
leading and thal the victims were actually members of the Muslim
communily who had nothing to do with black magic. 'They also
found that the motives behind all these tragedies were political
and ideological,” though because of the [rightening nature of the
incidents the government did not respond quickly. The killers
apparently masked their faces and their bodies with ninja uniforms
and were well trained in performing their jobs. Some people said
that these killings were carried out in order to splil apart the uni-
ty of the Muslim community and to cause infighting. Others ar-
gued that this was retaliation by Muslim enemies.

There was speculation amongst Muslims that certain groups of
people, who had previously been abused by Muslims, were plan-
ning revenge. This speculation obviously refers to the communists
who were killed by Muslims following the failed coup d’etat in
1965. Based on historical records, thousands of members and sup-
porters of the PKI (Indonesian Communist Party) were killed by
Muslims, withoul due legal procedure.™ For some people, like
Abdurrahman Wahid, former president and leader of Nahdhatul
[Jlama, whose members may have been involved in the tragedy,
the 1965-66 massacres remained an uncomfortable issue that re-
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quired resolution. On many occasions, he spoke of the need for
reconciliation between the Muslim community and members and
supporters of the Indenesian Communist Party. When he became
President, the first issue he raised was the removal of Act no. 25
1965 on communism. " ITowever, this proposal only attracted pub-
lic criticism and appeared to be too sophisticated. In reality, ha-
tred and stigma towards communism and all its sub-organisations
is still dominated by public perception.®

IPI did not accuse the communists of perpetrating these kill-
ings. They just demanded that the government capture those
groups responsible for the *black magic practitioner killings®. Once
again, FPI requested the government’s commitment to overcom-
ing these problems. They called on the Muslim community to trust
the police to take all necessary action and measures and not Lo
take the law into their own hands. ITowever, people were unable
to overcome their impression that the police did not take their
jobs seriously and distrust rapidly grew. In certain places, espe-
cially in small cities and remote areas, they created paramilitary
groups or voluntary security groups to defend and protect them-
selves. It is not an exaggeration to say that TPI pioneered the emer-
gence of Muslim paramilitary groups. This was due to the fact
that the government did not demonstrate a sirong commitment to
overcoming problems within the community. From 1998-2000, so-
cial and religious conflicls escalated in the country. Meanwhile
the country seemed to be lacking government leadership. FPI be-
came the most important movement in challenging this govern-
mentless situation.

One of FFI’s mosl noteworthy actions was its attack on the
KOMNASHAM (the National Commission for ITTuman Rights) of-
fice in Menteng, Jakarta. This action followed the commission’s

investigation report concerning the Tanjung Priok Massacre in
1983,* in which hundreds of Muslims, many believe, were killed
and in which the notorious L.B. Murdani was allegedly involved.
FPI accused the commission of being unfair in their investigation,
according to which the massacre was the result of a force majeur
and only a {ew people were killed. FPI demanded that the gov-
ernmenl abolish the report, for the body was not independent in
undertaking its duties. From the beginning I'P1 did not expect too
much from the report, since the commission was dominaled by
lawyers and human right activist, many of them Chrislians, who
did not support Muslim interests.

Studia Talawmka, Vol 11, N, 2, 2004



220 Jajang Jairou!

FPI has made numerous attacks on entertainment centres. The
most prominent ones are those in the calés in Kemang, South Jakar-
ta. Former President Abdurrahman Wahid commented on this and
accused FI’l of being unfair in carrying out its actions: the enter-
lainment centres that did not give money to FPI were attacked,
while others that give them money were not. He further accused
its member of taking the expensive liquor and leaving behind the
cheaper products. In response to this, Rizieq responded, "Ilow
does he know? Ile is blind, isn’t he? His accusation has been im-
bued by his whisperers, who sometimes simply supply him with
incorrect information.™ After this event FPI became critical. It
expressed its political opposition to Wahid a number of times, and
accused Wahid of being unable to solve the country’s problems.™

An incident in Kelapang, West Jakarla, November 1998, was
when FPI first came to the public’s attention. According to an in-
vestigation by FPI, the incident started when a group of young
Ambonese tortured a man called Irfan. Irfan’s father, Udin, ar-
rived and asked what had happened to his son, but instead of
receiving an explanation, Udin was also tortured and brought to
the hospital. The situation was suddenly uncontrollable. Hundreds
of Christians flocked to the site and burnt down a mosque. The
Ketapang community, mostly Betawi Muslims, called the FPI head-
quarters in Petamburan. By the time the TPl paramilitary lroops
had arrived the two opposing groups were ready for war. FPI
controlled the situation and prevented {urther damage.

In the following week, Kupang, the capital of the predominant-
ly Christian province of East Nusa Tenggara, erupted into vio-
lence. Tt was obvious that the violence was instigaled by the Ket-
apang incident. A large number of Christian groups took to the
streets and burnt down every mosque they found. Dozens of
Muslims were reportedly killed. One source said that the incident
was provoked by General Theo Syafei, the Bali Military Command-
er. His voice was recorded as evidence of his involvement in the
incident, A number of Muslim groups demanded that the govern-
ment arrest Syafei and put him in jail >

On December 1%, FPT released a strong stalement on the Ku-
pang incident. First, FPI condemned the aclions of a number of
Christian groups who killed and tortured Muslims during the
Kupang incident. FPI condemned a number of Christians who de-
molished and burnt down the mosques. Second, FPI called upon
Christian communities throughout the country not to act in ways
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which might incite anger amongst Muslims. Third, FPT demanded
that the government investigate the Kupang incident. The gov-
ernment should punish the perpetrators, organisers, masterminds,
and {undraisers of the Kupang incident. Foirll, FPI called on all
Muslim people to carry out jihad (holy war) to defend the majesty
of Islam.™

[ike many other fundamentalist Islamic groups, FP’I has sent
soldiers to Ambon to help Moluccan Muslims fight against Chris-
tians. The Moluccan battlefield, as an eyewitness soldier called it,
is the battle of jifiad, where the soldier longs for martyrdom
{shahid). FP1 believes that the Ambon tragedy is in fact an interna-
tional conspiracy to split united Indonesia into small countries,
some of which are to be controlled by the Western-affiliated Chris-
tians. It is therefore incumbent upon all Muslims to protect and
defend their country. According to various information sources,
the FKM (Forum for Mollucan Sovereignty) is controlled by radi-
cal Christians, whose plan is to build an independent state for
Ambonese Christians. The forum is reminiscent of the previously
known separatist movement, RMS (South Moluccan Republic). At
the beginning of Indonesian independence, a rebellion led by Dr.
Soumokil was formed in this region, which aimed to separale the
South Moluccas from the rest of Indonesia. Although this move-
ment was destroved, elements of the rebellion can still be found.
Ambon is one of the most eritical regions in Indonesia, where
Muslims and Christian have frequently been in conflict.

Fven though FPI sends its soldiers to Ambon, as far as | am
concerned, the number of troops is limited, as the Ambon conflict
has never been its main concern. Its flag reportedly flies side by
side with that of L],™ which sends a large number of its troops to
Ambon. L] has not only been involved in military action, but it
has also performed humanitarian aid and community develop-
ment.” It brought doctors, paramedics, teachers, and social work-
ers lo work side by side with the members of the local Ambonese
community. It seems to me that FPI and L] share the responsibili-
ties of the Muslim factions. [rom the beginning, as we shall see in
the following chapter, I'Pl has focused its activities on social is-
sues, especially those related to amr naa viaf nahy munkar (“to com-
mand righteousness and to prevent corruption™).

The Isracli-Palestinian conflict and U.S. foreign policy towards
Muslim countries are amongst the global political issues that have
attracted a great deal of FPI's attention. This, for instance, was

studia Islaniika, Vel 11, Mo, 2, 2004



222 Jajanz falroni

seen from its rejection of the presence of Israeli delegations at the
IPU (International Parliamentary Union) conference held in Jakar-
ta in 2000. According to L1, Israel violates human rights in Pales-
tine and other Arab countries. FPT threatened that if the confer-
ence committee insisted on inviting them, FPI would summon peo-
ple to the streels of Jakarta, and Soekarne-Hatta airport would be
sieged. They threatened that Israelis would not be allowed to enter
Indonesia if they failed to show their commitment to solving their
conflict with Palestine.

Meanwhile FPI has been involved in a number of anti-U.S. cam-
paigns following the U.S. attacks on Afghanistan and Irag. These
attacks, most Muslims believe, are not justifiable since both are
independent and sovereign countries. These attacks have also prov-
en that the U.S. is aclually a terrorist country which does not re-
spect human rights and democracy. Together with students, intel-
lectuals, NGOs, women's rights activists, and human rights activ-
ists, FP1 marched to the U.S. Embassy in Jalan Merdeka Selatan
Jakarta, shouting anti-American slogans. Its leaders also vowed
to sweep Jakarta and to expel all American expatriates found in
the city.” Concerns towards Afghanistan and Iraq has seen a num-
ber of Islamic organisations, including FFPI, open a commission to
send volunteers to Afghanistan and Irag. Rizieq himself flew to
Amman for humanitarian aid programs in the minutes before the
first U.S. bomb was dropped in Baghdad, even though he was
under house arrest al the lime.

Although TPl provokes anti-American sentiment in the Indo-
nesia, this does not mean that it is anti-Western.™ The group sim-
ply refuses secular ideas and Western domination. As long as the
world is unbalanced and the Muslim world continues to be dom-
inated, Muslims will wage jihad. This is the marlyrdom or shahid
that every Muslim longs for. This domination has been made pos-
sible as the West, especially the U.S., controls the global political
situation through a number of international bodies, including the
UN and IMF, which are believed to be subordinate to LL5. foreign
policy.

The Amr Ma‘rif Nahy Munkar Movement

FPI has created an image of radical Islam in Indonesia, an im-
age that is acknowledged by the movement's leaders. According
to Ahmad Shabri Lubis, they share tasks and responsibilities with
other Muslim groups. Based on their understandings, most Mus-
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Defending the Majesty of Islam

lim organisations focus on education, dakwah (proselytisation) and
social welfare. However none of them focus on amr ma rif and
nahy munkar issucs. FPI takes on these issues, even though they
may pose a threat to its members® lives.

“FPT's duty is to carry out amr wma ‘vif nahy munkar. This is actually the
duty of every Muslim. If Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU} carry
this out, forget FP'L FP1is created on the basis that nobody is taking care of
{his issue. There seems to be a division of labour amongst Muslim groups.
Muhammadiyah is active in educational and social activities. NU is active in
traditional Islamic education. They have thousands of Islamic boarding
schools all over the country. The same thing also halds true for DDII {Indo-
nesian Comumission for Islamic Mission), which is concerned with prosely-
tisation, They proselytise not (Jﬂ]}_f' in cities and villages, but also in very
remote areas, in the mountains and jungles. They intercept and anticipate
Christian missionaries. Nobody can do this except the DDIL I'PI sces that
there remains an emply position, namely ainr s vif inhiy nnokar. The task
of FPLis to destroy kemaksintan (immoral behaviour). Nobody takes care of

this because it is very difficult. We fight criminals and gangsters. Some-
times we confront the officials. We don’t care what people say about us.
Radical or militant does not really matter.”™

The model of Islam as exemplified by FPI has caused the esca-
lation of radical Islamic movements in Indonesia. This can be seen
in Jakarta and its surrounding arcas. A number of Muslim groups
in Tangerang, Depok, Bogor, and Bekasi, have been influenced by
FPI to different degrees. Many of them have even joined the or-
ganisation and established new branches. This has led to a snow-
balling growth in the number of FP1 members and supporters.
Misbahul Anam claims that in its first years FPI had around fif-
teen million members and supporters throughout the country, with
branches in seventeen provinces.”

Anam may have exaggerated the number of FPI members and
supporters, though it is obvious that it has its own way of garner-
ing the support of Muslim groups. This is related to the fact that it
introduces a simple idea that every Muslim is obliged “to com-
mand righteousness and to prevent corruption” (amr na ‘rif nahy
munkar). This doctrine has been applied by several Muslim groups.
However, they have never practiced it in the same way as FPL
For FPL, it has been used to attract low class urban Muslims who
have been socially and religiously deprived.® It develops solidar-
ity, which is what has made the movement so massive and popu-
lar. The sense of obligation is turned into the spirit of resistance.
Like a doubled-edged sword, it is used to fight the enemies of
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God, and to fight the wealthy who waste their money in evil plac-
es.

There are many places in Jakarta, Tangerang, Bogor and Beka-
si, where prostitution, drugs, and gambling seem to be legal busi-
nesses, FPL argues that besides being unlawful, the businesses have
also caused several problems. According to the Perda (Regional
Regulation) of Jakarta No. 19 1985, public entertainment centres
are allowed to open until 02.00 a.m. However this regulation has
so far never been taken seriously and many places remain open
until 05.00 in the morning. To overcome this problem, FP1 has sug-
gested the governmenl implement an Anti-Kemaksiatan Act. This
is extremely important in the oversecing of the pubs, discotheques,
bars and casinos that appear in almost every corner of the city.
Given that the government is not serious about enforcing the law,
FPI takes on this responsibility. ITowever, TPI is fully aware that
its destructive actions are also against the law. In most cases, there-
fore, FPI sends notices to the entertainment cenfre owners warn-
ing them to obey the rules. If the notices and warnings are ig-
nored, FFPI attacks these places.™

According lo FPL, this kind of dakiwah is justified by Islam.* Tt
practices this as a form of law enforcement. The group does not in
fact like this type of action, and instead supports dialogue. Tow-
ever, the biggest problem facing law enforcement in Indonesia, it
believes, is rampant corruption amongst officials, who generally
accept bribes from the businessmen who own these entertainment
centres. They do nothing and allow the businessmen to break the
rules.® Based on this, FPI refers to this country as a Mafia Repub-
lic. A Mafia Republic means that the country is controlled by gang-
sters, criminals and corrupt officials.™ In such a country, law en-
forcement is just an illusion.

This kind of dakwah has been criticised by other Muslim organ-
isations as well as the general public. However FPI seems not to
care about this, and argues that a number of Muslim organisations
are impotent since they are funded by foreign funding agencies
that have political motives for providing their donations. As a re-
sult, many Muslim organisations appear not to care about a num-
ber of social issues.

FPT has a standard procedure for ils actions. Referring to the
Qur’an, the dakwah is carried out in “the way of thy Lord with
wisdom and beautiful preaching and argue with them in ways
that are best and most gracious.”® FPI often provides input to the
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local authorities in relation to growing kemaksiatan and drug abuse,
[ ocal authorilies frequently invite the group to discuss certain social
and religious matters, as well as issues concerning the fasting month
of Ramadan. In particular regions, local authorities even invite FPI
to discuss the formation of local regulations and together with
other Islamic organisations it proposes a draft of the regulations.
Ilowever, these kinds of TPI activities have never been covered
by the media, which is more templed to write about sensational
issues, and thus the general public remains ignorant about this
movement.

According to FPL all places can be divided into two categories.
The first is the amr ma raf (which encourage righteousness), and
the second the nahy munkar (which discourage corruption). Those
in the category of amr ma ‘rif are places where a variety of kenu-
ngkaran activities such as gambling, prostitution, drugs, and crime
can be found. People in these kinds of places are either supportive
of these aclivities or turn a blind eye to the fact that they are
taking place. These places cannot become targets of the nihy munkar
program as this only leads to contlict. Instead the program targets
amr ma raf places, where it encourages people to focus on commu-
nity development and provides them with a number of Islamic
teachings. If the people in thesc am ma ‘rif places are not support-
ive of, and even refusc the presence of such kemungkaran, they
will target nahy rmunkar places, as they believe that kemungkaran
can be eradicated without conflict.

Furthermore, FPI has a number of technical procedures that
must be performed before carrying out its actions. Together with
the local community, il creates a resolution to refuse the presence
of kemungkaran in the area, which is signed by concerned parties.
This resolution is given to the local authorities and the entertain-
ment centre owners. If within two weeks there is no response
cither from the local authorities or the businessmen, FP1 takes ac-
tion.

“lllegal practices are intolerable. When the authorities respond well
to our notices and warnings, the problem is solved. Why should we waste
our time and encrgy chartering buses and mobilising people? We are not
paid. We pay them. That is their job. We support them to be more active,
We want them do their jobs. That's all. When they do theirjobs, the prob-
lem is solved. But when our warnings are ignored, we report to the higher
authorities. We ask them to handle these problems. Everylhing is proce-
dural. We are good citizens. We have to stress that. If the higher authorities
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respond to our reports and handle the problem, then the problem is solved.
You can see our procedures - how patient we are, We don’t suddenly
destroy these places. We obey the law. But if the law doesn’t work, what
happens then? When water is unchammelled, what happens then? Floods
everywhere. We can flood the city, ™

It is interesting that FPI does not use the term ‘law enlorce-
ment’ but rather gusur kemaksiatan (demolish immorality). For many
members of the Muslim community, the first term is too difficult
to understand, while the second is easier to grasp, though it indi-
cates dark justice. Moreover, it has a specific meaning that could
give rise lo religious sentiment. Maksial has long been a sensilive
issuc amongst Muslims. It concerns dirty things that are against
religion. By using terms such as gusur maksiat and ganyang munkar-
at® (destroy corruption), FI’I mobilises the masses and calls them
to jihad. For the majority of its members, jihad is understood as an
attempt to perform all religious duties and to defend the dignity
of Islam, even if this involves destructive action. God will forgive
Muslims who perform these duties; they are the true believers.

Kemaksiatan is an extremely important issue during Ramadan.
FPI intensifies its actions during this month. For a number of rad-
ical Muslim groups, the issue of kemaksiatan has been manipulated
to achieve political aims. Together with other Muslim groups, FPI
summons people to Jakarta and asks them to gather at Monas
Square. It urges the public to fight against kemaksintan and asks
the government and non-Muslims to respect Muslims.™ Working
with ils various branches and allies, the whole month is perceived
as jihad. After performing targreih prayer (supplementary evening
praver during Ramadan), they begin their actions. Pubs, casinos,
bars, and discotheques are their main targets. They stop their ac-
tions as soon as it is time for sahur (meal before fasting, around
3.00-4.00 a.m.).

The movement against maksiat does not only occur in Jakarta,
but has also emerged in Bogor, about 50 miles from Jakarta. A
number of Muslim leaders expressed their concerns and suggest-
ed that local authorities limit public entertainment activities dur-
ing Ramadan. In Puncak, the mountainous tourist resort area south
of Jakarta, hundreds of public entertainment centres are allegedly
used for prostitution. A number of members of the Muslim com-
munity living around this area have been bothered by this kind of
activity and have expressed their concern about its existence. How-
ever local authorities cannot do anything since Puncak has been
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developed as a tourist industry, which supplies a lot of money to
the region.

Parung, located about 15 miles from Jakarta, has also been de-
veloped as an entertainment centre, FPI has attacked a number of
bars, karaoke clubs, and pubs in Parung in the past. Prostitution is
common in a number of places in this area. Meanwhile, in Sawan-
gan and Depok, a number of Islamic boarding schools and mosques
have emerged as parl of the Islamisation movement that has oc-
curred since the 1980s.” When FPI emerged in 1998, a number of
Muslim leaders from these areas stated their allegiance to the group,
as they found what they had been waiting for. Depok and Sawan-
gan are known as some of FPI’s strongest branches. Several times
they warned that bars, karaoke clubs, and pubs should be closed
during Ramadan. But this warning was not heeded, and as a result
FPI attacked these places.

From 1995-2000, while people were gripped by the euphoria of
democracy, a number of previously unimaginable events occurred
in the Indonesia. Widespread pornography was exposed, which
caused protest and concern among the community. FPL was in-
volved in a number of actions to fight against this pornography.
In principle, it supports every community action that fights kemak-
siatan. FPI purportedly supported the Kebon Melati community in
closing several places that were allegedly used for prostitution
and gambling. It is also reported that FPI supported the Rawa
Buaya community in East Jakarta to close the similar venues in
their area.

Ideology

The aim of FPI is to stipulate Jslamic law for Muslim people in
Indonesia. Islam and Lhe state arc the two entities which cannot
be separated from one another. The state is created to protect the
people and to give them their rights. According to FPI, the imple-
mentation of Islamic teachings is one of the civil rights that should
be provided by the state.” If Islamic teachings were implemented,
FPI believes, the Indonesian people would live in peace and pros-
perity, Islamic fundamentalist movements always relate punish-
ment to the absence of the implementation of God’s laws in the
daily lives of Muslim people. In the case of FP1, the multi-dimen-
sional crisis facing Indonesia is believed to be punishment from
God. The erisis has occurred due to the Indonesia’s Western-atfil-
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iated politics and economics and the adoption of secular laws, which
are in fact inappropriate for Indonesians.

To realise this aim of implementing Islamic teachings, FPI has
created the National Commission for the Application of Islamic
Law. The task of the commission is to introduce and disseminate
the issue of the application of Islamic law to its members as well as
other Muslim people. Local commissions have been created in sev-
eral provinces throughout the country, in which the programs are
further introduced at the grass roots level. According to FPI,
Muslims respond positively to this issue.” At the grass roots level,
there is a strong level of appreciation for Islamic law or shart ah.
FPl believes that Muslims remain appreciative towards Islamic
teachings because secular law is not suited to their aspirations.
Several years ago, a number of Muslim leaders proposed the need
for the implementation of Islamic law.

Muslim perceptions of Islamic law are indicated by the national
surveys carried out by PPIM (Centre for the Study of Islam and
Society) in 2001, 2002 and 2004, which showed that Muslims® ap-
preciation for Islamic law is relatively high in Indonesia.” But these
statistics do not necessarily please proponents of Islamic law, since
the answers are ambiguous. When people were asked specific ques-
tions concerning the application of Islamic law (e.g. culling off the
hands of thieves and stoning adulterers to death, as found in the
classical Islamic legal texts), the percentage dropped significantly,
and was not as high as their appreciation for Islamic law. This
indicates hal there are various interpretations of Islamic law. Peo-
ple have different understandings of shart ah because, historically
speaking, shari'alt has never had a clear meaning. Basically Mus-
lims have no questions about shari‘al as long as it concerns the
universal ideas of Islam. However, there is very little agreement
when it is understood as figh (Islamic jurisprudence) or the com-
pendium of Islamic legal opinion.

"Even though it is difficult to implement sharral, FPI claims to
have succeeded in disseminating this idea. In a number of regions
in Java as well as in Sumatra, Sulawesi, and Kalimantan, FPT ar-
gues, Islamic law has actually been applied. Muslims™ commitment
to the application ol Islamic law can be scen in several cases. In
Cianjur West Java, for instance, the Gerbang Marhamah (the Gate of
Blessing) movement has emerged, which proactively campaigns
for Islamic law.” 'This movement is said be supported by the pub-
lic as well as b_\,- local authorities. Muslim leaders in the region




Defemding the Muiesty of Tslan 229

have reportedly prepared a draft for the implementalion of Is-
lamic law on a national scale. Islamic shari‘wh movements are also
found in Makassar, Padang, and Serang Banten, which are known
as the most committed Muslim communities in Indonesia. shari‘ah
movements have, however, so far been elitist, appealing only to
particular segments of the community.

In many cases, the application of sharf'ak in Indoncsia seems to
be symbolic rather than substantial, which often causes scepticism
amongst its opponents. For the Acehnese, sharfah, besides being
symbolic, is also political and cultural, since the province of the
“Verandah of Mecca” has long been in conflict with the govern-
ment, demanding that Islam constitute their cultural and political
identity. In this instance, shari ‘al is usually related to women wear-
ing the jilbab (veil), women being escorted by their mithrom {male
guardian) when travelling, elc., a number of issues that are criti-
cised by gender activists. In some cases, shari‘uh 15 even under-
slood as men growing a long beard and wearing koko (traditional
Javanese clothing). This, once again, indicates that even amongst
proponents of shart ‘alt, the meaning of shari'ah scems Lo be unclear.

Unlike other proponents of Islamic law, FPT interprels sharz'ah
in a more substantial matter, meaning that it proposes a number
of ideas derived from Islamic teachings be integrated inlo nation-
al law. This can be seen in a number of drafts and proposals made
by FPI regarding various issues. For instance, FP1 suggesied that
the Anti-Maksiat Act be organised and implemented since maksinf
has hecome a social disease, not only within Mushm community,
but alzo for non-Muslim people. FP’l also created the Anti-Drug
Act, the Zakat (Almsgiving) Act, the Hajj (Milgrimage) Act and the
Islamic Criminal Taw Act.™ As far as FP’l is concerned, it has never
been involved in the jilbab or koko movements which interpret
shartah in a symbolic manner even though its members are often
dressed in {raditional Arabic clothing.

Regardless of its destructive actions, FPI has become a real chal-
lenge o the national law enforcement agencies. It scems to me
that FPl is actually an expression of frustration and anger lowards
national law enforcement. Since the end of the reformaltion era,
debates over law enforcement and the national legal syslem have
become one of the country’s most pressing issues. On one hand,
there are many weaknesses in the national legal system, which
leads to low quality law enforcement. On the other hand, political
will and concrete actions from the government to reform this sys-
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tem remain far from adequate. There is suspicion amongst the public
that the government is unable or unwilling to reform the legal
system.

It is argued that reformation of the national legal system can
be achieved through improving the existing legal system and its
apparatuses. It is important to note that Indonesian legal system
was adopted from the Dutch colonial legal system and is regard-
ed as being no longer appropriate to modern Indonesia. Many
Muslim leaders argue that it is time lo reform the national legal
system, including adopting Islamic law into the national law. Is-
lamic law could make a significant contribution to the national
legal sysiem. Since the downfall of Socharte in 1998, the chances
of this happening have improved. FFI is willing to participate in
this process, by proactively campaigning for the application of Is-
lamic law, both amongst its members and in the Muslim communi-
ty in general. Islamic law, FPI argues, should be integrated into
national law and only be enforceable for Muslims.

FPI leaders realise that law reform would take a lot of time
and energy. At the moment, according to FPI, the target is pro-
viding a national legal framework into which Islamic law can be
integrated. Whether Islamic law is applied in the coming “five
yvears, ten years, fifty vears, one hundred vears, or even five thou-
sand years, FPI does not really care. The important thing is that
we follow all the processes, and we provide all the supporting
factors for the application of Islamic law.”® FPI belicves in the
principle of tadarruj (graduality) in the process of jihad.

Muslims view the application of Islamic law as being in favour
of universal human rights. At the same time, non-Muslims should
not interpret this aspiration as threatening or offensive. If non-
Muslims require a legal system derived from their own traditions
or religion, the government should provide them with the same
opportunities that they provide Muslims. However Islamic law
has been stigmalised and delegitimised by secular Muslim intel-
lectuals—usually graduates of Western universities—or non-Mus-
lim people who seem to aftlicted by Islamophobia, so that the idea
of applying Islamic law often Joses momentum. In general—as a
result of this delegitimation and stigmatisation—people are not
supporlive of the application of Islamic law. This has made it in-
creasingly difficult for the proponents of Islamic law to realise
their aspirations.
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However, according to FPI, opportunities still exist, and the
application of Islamic law will run smoothly alongside the gov-
ernment’s autonomy program. One by one the provinces in which
Muslims are the majority, FPI predicts, will choose Islamic law
instead of secular law. For the final phase, I[Pl proposes a Nation-
al Referendum to decide if Islamic law is to be applied on a na-
tional scale. If the majority of Indonesian people voted for Islamic
law, Islamic law would be applied nationally, and if they voted
for secular law, Islamic law could only be applied in certain prov-
inces in which the majority voted for it. But Habib Muhammad
Rizieq Syihab, the chief leader of FPI, believes that the majority
would vote for Islamic law.™

According to FPI, the application of Islamic law does not nec-
essarily mean the establishment of an Islamic state. There is no
single verse in the Holy Koran imploring Muslims to establish an
Islamic state, whereas one can easily find verses that say that
Muslims should follow the law of God. Thus, FPI's concept of the
application of Islamic law does not oppose the Republic of Indo-
nesia (R1). Its allegiance to RI seems to be beyond question. It is
no coincidence that it was founded on August 17* 1998, which
indicates that they are “true believers” in RIL. Early on there was a
statement on FPPI's website (no longer available), which, FPI be-
lieves, derives from the Prophet’s sayings. “The Prophet has ever
foretold that at the end of the ages, his country would emerge in
this world with a red-white flag.” Allegiance to the Republic of
Indonesia is integrated into the teachings of FPI itself and well
recorded in many of its documents. One such document is the
Decree on Women’s Appointment as President.” On many occa-
sions this oath of allegiance has been a ritual in FPI's activities.

Based on this belief, it is impossible for FPI to oppose the Re-
public of Indonesia. The Rl is thus the raison d ‘etre for the estab-
lishment of FI’1. On every Indonesian independence day commem-
oration, thousands of FPI members, along with other members of
the community, flock to the city, carrying the red white flag. Oth-
er radical Islamic groups, such as Laskar Jihad and KAMMI (The
Indonesian Muslim Student Action Union) are never involved in
such palriotic celebrations. FPI has never questioned the presence
of RL This is one of its main characteristics which differentiates it
from, for instance, the Hizbuttahrir (The Parly of Liberty), whose
ultimate goal is to create an Islamic caliphate.
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FPT does not really care whether Rl is an Islamic state or a Pan-
casila state. The important thing is that the state gives Muslim peo-
ple the opportunity to live in accordance with Islamic teachings.
They argue that every Muslim has the right to live with and to
practice Islamic teachings. The state should protect this right since
it guarantees the rights of its citizens. If the stale is unable to guar-
antee, or limits or constrains the rights of ils citizens, it has violat-
ed its ultimate responsibility. According to FPI, this is whal oc-
curred in Indonesian history and the state does not guarantee the
rights of Muslims to live according to Islamic teachings. As a re-
sult, Muslims, from time to time, demand that the government
provide them with the opportunity to implement Islamic teach-
ings. It is hardly surprising that the relationship between Muslims
and the state has been filled with tension and conflict. This can be
seen from early Indonesian history, when in the 1950s Darul Islam
{The Abode of Islam), an archetypal Indonesia Islamic movement,
opposed the government due Lo their dissatisfaction with various
issues, including the state’s refusal to implement Islamic lTaw.

“We don’t really care about the form of the state. Be it an Islamic state
or a Pancasila stale, we don't care, The important thing is that Muslims live
in peace, Muslims should be respected because we deserve respect. That's
all. Twant Lo tell vou something. If we live in Singapore, we are the minor-
ity. [fwe live in the Unifed State, we are the minority. Would it be possible
to request sharf wh as the state legal system in such countries? That is impos-
sible because Muslims are the minorily. Don’t do something stupid if vou
are the minority. But here, we constitute 90 percent of the population. We
ask for something that we deserve to have, we ask something that it 1s
possible. That's all. 5o don’t try to make any ridiculous intErpretaléom.""*

According to Martin van Bruinessen, Muslim dissatisfaction was
not only represented by Lhe emergence of Darul Islam but also by
the Masyumi, Masyumi was another archetypal radical Islamic
movement in Indonesia. Before ils ban in the late 1950s, Masyumi,
the largest Islamic party during the Soekarno era, attempted to
make Islam the state ideology. However, this attempt finally came
to end when Soekarno dismissed the parliament and returned to
the 1945 Constitution. At that time Indonesia had a liberal politi-
cal system, which led to political fragmentation and social regi-
mentation. In some parts ol the country, separalisl movements
became a serious threat to national integration. Masyumi was fi-
nally banned because a number of its top leaders, Soekarno be-
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lieved, were involved in the PRRI (The Revolutionary Govern-
ment of the Republic of Indonesia) movement in Sumatra. In the
late 1950s, Soekarno banned all ideological and political move-
ments. Instead he proposed the “Guided Democracy™ policy, in
which the meaning of democracy was reduced to an authoritarian
state.

In spite of the official ban on Masyumi, its memory was kept
alive and transformed into new organisalions. It is not an exag-
geration to say that Masyumi, as van Bruinessen demonslrates,
was an archelype for Islamic radical movements in Indonesia. A
number of newly formed Islamic organisations during the Sochar-
lo era, including Parmusi (Indonesian Muslim Party) and the DDII
{The Indonesian Commission for Islamic Mission), were reminis-
cent of Masyumi. The former was a political party which, in the
early 1970s, together with other Islamic parties, was fused into
PPP (Uniled Development Party), an Islamic parly to rival Golkar,
the political machine of the New Order. The latter was an organ-
isation focused on Islamic missionary activities, including inter-
cepting Christian missionary activities in remote areas.

Martin van Bruinessen’s theoretical framework, however, is
unable to explain the existence of FPL FP1 is ideologically and po-
litically associated neither with Darul Islam nor with Masyumi.™
It is simply an expression of Muslims’ dissatisfaction with law en-
forcement in Indonesia. Its rools can be found in various social
movements in the 1980s and 90s, when modernisation, with all its
implications, pervaded the country. A number of people, especial-
ly in the urban areas and not necessarily Muslims, began to be
concerned about the worsening impacts of modernisalion in their
local areas. A number of anti-drug and alcoholism movements
emerged in many cilies in Indonesia since the 1980s, which some-
times led to radical actions. These movements were supported by
members of the community working side by side with the police.
In many streets, one can sce their banners, “Say No To Drugs™,
“This Is a Drug- Free Arca,” “Drug Users BDewarel,” which reflect
concern and even anger towards social problems. In a number of
areas, concrele action was laken against drug dealers and users.™

Meanwhile a number of Muslim groups are not only concerned
with drug vse and alcoholism, but also with issues such as por-
nography, prostitution, and gambling. Muslims are particularly
concerned with such issues as they relate lo their religious beliefs.
I argue that these movements are primarily social movements.
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Muslim people, especially those from mosque-based youth associ-
ations, later inserted religious sentiments into their movements.
Time and again they have acted against places that they consider
to be un-Islamic. These social movements are now represented by
FP1. Alcoholism, narcotics, pornography, and prostitution are so-
cial problems, the solutions to which are the responsibility of all
members of the community. FPI, however, combines this social
unrest with religious sentiment in order to gain legitimacy.

Islamism is FPT’s central point of view. Islamism is a set of no-
tions asserting the need for Islam to be implemented as a set of
political and legal principles. Unlike other radical Islamic groups,
IP1 does not have sophisticated ideologics such as the idea of a
caliphate as promoted by the Hizbuttahrir, or the Muslim Broth-
erhood’s concept of a Muslim community epitomised by the wm-
muah. If we look at the prercquisites for FPI members, it is obvious
that their Islamism is similar to that of Muslim people in general.
According to FPTI's general rules, all members of FPI should salat
(pray) five limes a day; should fast during the fasting month of
Ramadan, should learn about Islam, and should behave in accor-
dance with Islamic teachings, a set of values which are also prac-
ticed by other Muslims. During my visits to FPI headquarters be-
tween 1999-2000, I surprisingly saw nothing special about them.
Unlike the members of Laskar Jihad, who are more organised and
disciplined, FPI members appear to be easygoing as they talk, laugh
and smoke. This indicales that FPT is simple in terms of ideology
and discipline.

Even though FPI is unrelated to Masyumi and Darul Islam, I'P1
has used historical precedence to gain legitimacy. On many occa-
sions, its leaders try to convince the public that the application of
sharfafi is legitimate and is historically guaranteed. What they mean
by historical precedence is the hijacking of democracy in Indone-
sia. Prior to Indonesian independence on August 17, 1945, the
founding fathers, from both Muslim and nationalist factions,
reached an agreement called the Jakarta Charter, under which
Muslims would be given the opportunity to practice Islamic teach-
ings in their daily lives. However, the agreement was nullified,
allegedly following criticism from Christian leaders who did not
agree with the stipulation. This nullification has often been a trig-
ger for physical conflict between Muslims and the state. The Jakarta
Charter remains problematic and is unsolved even today.
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The Jakarta Charter and Islamic Law

In 1942 Japan occupied Indonesia, replacing the Dutch that had
colonised the country for three hundred and fifty years. As soon
as they arrived, the Japanese promised that they would release
Indonesia from Dutch colonialism. Their arrival was supported
and welcomed by the majority of Indonesian people. In April 1945,
they established the Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (The Indonesian
Independence Investigative Commission -BPUPKI) and Dokuritsu
Zyunbi Zyunkai (The Indonesian Independence Preparatory Com-
mission -PPKI), whose duty it was to carry out all the prepara-
tions and necessary steps for Indonesian independence. These
bodies consisted of Indonesian leaders from both secular and
Muslim factions.

From May 29 to June 1, 1945, the BPUPKI created a small com-
mission called the Nine Commission, its membership consisting of
nine people: Soekarno, Mohammad Hattla, A.A. Maramis, Abikoes-
no Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Ahmad
Socbardjo, KH. Abdul Wahid Hasyim, and Muhammad Yamin. In
June 1945, it produced an agreement called the Jakarta Charter,
which was an agreement between the Muslim and secular factions
regarding state philosophy and the national constitution® Because
there is a Muslim majority in this country, Muslims were given the
opportunity to live according to and practice their religious beliels.

The Jakarta Charter consists of two documents, the Preamble
and the Pancastla ® lts first principle, Belief in One God, included
the additional words “dengan kewajiban menjolankan syari‘at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya™ (“with the obligation for Muslims to abide
by Islamic law”—later called the seven words), which clearly guar-
antees the application of Islamic law for Muslims. This phrase was
also found in Act 29 of the Constitution and was agreed upon by
both the secular and Muslim factions. However, these words were
removed the very next day, when Soekarno and Hatta, on August
18, 1945, decrecd that the Pancasila and the 1945 Constitution was
the state philosophy and national constitution. The phrase that
guaranteed the application of Islamic law was annulled. This dele-
tion was purportedly made after Christian factions protested. If
Muslims insisted on including these “seven words”, the Christians
argued, they would separate from the nation and create their own
country in the castern part of Indonesia. Muhammad Hatta was
reportedly the first man to support this deletion, believing that
this phrase would only lead the country into disintegration.™
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This annulment obviously raised objections {rom Muslim fac-
tions. A number of Muslim leaders argue that the Jakarta Charter
was an authenlic document in the formulation of the national con-
stitution, produced through constitutional means. Its annulment
is believed to be the first betrayal of democracy. From 1945-1935,
there were a number of movements which, by and large, were
instigated by the issue of the position of Islam in the national con-
text. The Darul Islam rebellion, which &‘l‘upred in the late 1950s
and the early 1960s, is evidence of the way in which Islam re-
mained central to the political life of certain Muslim groups. The
rebellion was an expression of their disillusionment in the nation-
al political situation which was not supportive of their aspirations.

In 1955, the first general eleclion was held and Indonesia en-
tered a period of parliamentarism. From 1935-1959, there were
numerous opportunities for Muslim factions to discuss Islam as a
political ideology.* However, since Muslim factions in the parlia-
ment, represented by Masyumi and Nahdhatul Ulama, were not
the majority as they were slightly outnumbered by the nationalist
secular factions, represented by the PNI (Indonesian National Par-
ty) and the PKI (Indonesian Communist Party), the parliamentary
sessions always resulted in a deadlock. In response to this situa-
tion, on July 5, 19359, President Soekarno issued a decree to return
to the Constitution of 1945. With this decree, the possibility of
Islam becoming the state ideology was nearly destroved.

Although the Jakarta Charter has been neglecled in the last
sixty vears, its spirit remains in the consciousness of a number of
Muslim groups. During the New Order cra, this issue was almost
never discussed. But since the reformaltion era, a number of Mus-
lims have once again raised the issue of the Jakarta Charter. A
number of Islamic parties - the PPP (United Development Party),
PBB (the Crescent Star Party) and PKS (the Prosperous Justice Par-
ty)- have become its slaunchest supporters, and it is at the top of
their agenda at each annual session of the People’s Consultative
Assembly (MPR). Facing the fact that the majority of the parlia-
ment was unsupportive of their stance, during the process of the
amendment of the National Constitution in 2001, they called for
an amendment to Act 29 of the Constitution. They argued that the
amendment of Act 29 should include the “seven words™ which
stipulate the application of Islamic law.

Habib Muhammad Rizieq Svihab wrote an important book about
this issue, called Dialog Pingam Jakaria® The book is said to have
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been written after he received several requests from his colleagues
and friends. Since FP1 is strongly concerned with the Jakarta Char-
ter, his colleagues and friends suggested that it would be a good
idea for him to write a book about the Jakarta Charter so that the
public could more easily understand his position. Rizieq argues that
scepticism and cynicism among the opponents of Islamic law are
groundless, since this law is only valid for Muslims. As [reedom of
religious life is guaranteed under the Constitution, Muslim people
should be given the opportunity to live according to and practice
their religious teachings. In most of his speeches, Rizieq states that
FI°l supports the political parties whose platforms include the appli-
cation of Islamic law on a national scale. For Rizieq, the Jakarta
Charter is only a starting point where the public can discuss and
explore Islamic law and its integration into the national legal sys-
tem. However, these attempts have been opposed by a number of
Muslim intellectuals,™ usually labelled secular or highly western-
ised, who call the Jakarta Charter a Pandora’s Box.™

According to Rizieq, the Jakarta Charter is importanl since it
records one of the most important parts of the formulation of the
national constitution. It is a legal-constitutional basis for the appli-
cation of Islamic law, since it was produced by a commission in
which both Muslims and nationalist factions were fairly represent-
ed. It is also a legal-historical basis since it is well recorded in the
history of this country. According to Soekarno, Rizieq argues, the
Jakarta Charter inspired the national constitution and the two are
inseparable. However, so far this issue has not attracted support
from the majority of Muslim people.

Organisational and Social Basis

FPI consists of two parts: the Majlis Syuro (the Consultative
Assembly) and the Executive Board. The former consists of a num-
ber of respectled people whose main task is to provide advice and
act as consultants to the Execcutive. It is the highest body in the
organisation. Of its five members, one is appoinled as its chief
leader (ketua dewan majlis syure). In carrving out its duties, the Majlis
Syure is supported by five commissions (the Commission of sharT al,
the Commission of Honour, the Commission of Coordination, the
Commission of Consultancy, and the Commission of Supervision).

The Executive Board is involved in the day to day affairs of the
organisation. 1t runs the organisation based on the mandates pro-
vided by the Majlis Syuro. The Executive is led by a Chief Leader,

Studin slarmika, Vol 11, No. 2, 2004



238 Jajang Jahroni

currently Muhammad Rizieq Syihab, and a Secretary General, cur-
rently Ahmad Shabri Lubis.® In order to carry out its activities,
the Executive has twelve departments (Department of Foreign Af-
fairs, Department of Home Affairs, Department of Religious Af-
fairs, Department of Jihad and State Defence, Department of So-
cial, Political, and Legal Affairs, Department of Education and
Culture, Department of Economy and Industry, Department of
Research and Technology, Department of Logistics, Department
of Social Welfare, Department of Information, and Department of
Women’s Affairs). Meanwhile, the Secretary General is supported
by six special commissions (the Commission of Front Experts, the
Commission of Front Recruitment, the Commission of Front In-
vestigation, the Commission of Front Legal Assistance, the Anti-
Muksiat Commission, and the Anti-Violence Commission).

FP1 is founded on national, provincial, regional, district, and
sub-district levels. Because the organisation is so large, it faces
problems with internal coordination and consolidation, which leads
to fragmentation within its networks. In many places, its branches
seem to have little or no coordination with the central office. Ini-
tially affiliated to the central office, FPI Surakarta in Central Java
now claims to be independent and has nothing to do with Jakar-
ta.® This indicates the extent of the problems in its organisational
networks. Meanwhile, its strongholds appear to have followed
the patterns of the Hadramr settlements, which are sca ttered
throughout the northern cities of Java. It is particularly strong in
the northern cities of West Java such as Bekasi, Karawang, and
Subang, and in some cities in the weslern parts of Cenlral Java
especially in Brebes, Tegal and Pemalang. There are also Hadramt
settlements in several inland cities, such as Bogor, Depok, and
Sukabumi in West Java. FPI are active in these cities, especially
when approaching the fasting month of Ramadan,

FPI is an open organisation. Anybody can become a member or
supporter. This indicates that it is not a clandestine movement
like Darul Islam, which always kept its distance from the people.
It is this aspect which has seen FP1 grow so rapidly but ineffec-
tively. In a number of places, certain members of FP'I have been
involved in blackmailing activities usually carried out by vigilan-
tes. However, it is misleading to assume that FPT is simply a mob
hired by political manipulators.” This assumption is clearly ground-
less since in a number of places, when abandoned by its political
patron, the movement has remained active.
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All members and followers of FPI are provided with Islamic
teachings. The teachings are usually given by members of the con-
sultative assembly, who are usually ‘wlama’ or religious leaders.
Faith or ‘agidah is one of the most important aspects that must be
practiced in the daily lives of all members. They are also taught
figh al-jihad, consisting of the general principles of Islam concern-
ing jihad. This includes the motives, methods, and practices of jihad.
The reason for this undertaking is clear, namely to avoid making
mistakes that could reduce the value of jikad. [ihad is understood
as a holy duty which has particular requirements in accordance
with Islamic teachings. When Misbahul Anam assumed the posi-
tion of Secretary General from 1998-2000, he combined figh al-jihdd
with several litanies and chantling taken from different sources,
including litanies from the Tijaniyyah farigat (saff order), of which
he became a murshid (teacher). ITowever, these teachings were no
longer available after he resigned in 2000.

At the grass root level, FPI's main supporters are ulama’, kyai,
and ustadh, who provide religious teachings to Muslim people with
no material compensation. They have traditional networks with
the haba'ib. They became TPI’s main supporters when it emerged
in 1998. It is not an exaggeration to say that the kyai kamping, as
Habib Rizieq calls them, have become the most important elements
in the FPI movement, where programs are developed and dissem-
inated at the grass roots level. Rizieq says that these kyai kanpung
“are the pious people™.

“The kyai kampamg are the ‘nlama’ and kyai who are unknown to most of
the people. They provide religious teachings in one mosque and then go to
another, from one village 1o another. Their insight is as sharp as knives and
swords. Beware when they become angry. They are angry because of
Allah, not because of their own desires. Their hearts are beating. The hearts
of their sludents and followers are also beating, waiting for the corrunand
of jihad, which can happen at any time. If the drums of war are beaten by
these ‘wlama’, if the command of jihﬁd has been announced by the ."\']_m iof the
Hereafter, the Muslim peaple will come like a flock of birds, welcoming
jildd and waiting for His reward. They are the soldiers of Allal, who are
ready to meet death with smiles and happiness, ‘Live your life with dignity or
die as.a martyr” ™!

The Laskar Pembela Islam (Islamic Defenders Paramilitary - LPI)
is the most frightening element of FPL It is an arm of the organisa-
tion that is attached to the Department of [iad and State Defence.
It is this group which usually carries out demonstrations and de-
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structive actions against entertainment centres. The FPI paramili-
tary group has an organisational structure that is very similar to a
military structure. It is led by the Chief Commander, Habib Riz-
ieq himself, and has a hierarchical command structure. The mem-
bers of this paramilitary group are selected through a system of
recruitment which focuses on the importance of physical skill, as
they are equipped with martial arts and mental discipline. They
are provided with semi military training, held somewhere in
Bogor, West Java, presumably led by members of the Indonesian
military. It is said that they have a strong commitment to the or-
ganisation and are prepared lo die for it.

The paramilitary organisation is structured in exactly the same
way as the mililary. It is led by a Chief 1 .cader called the Imam
Besar {the Great Leader). Inian Besar is the highest position in the
military structure. Under the Great Leader, there are several Inam
who have command over a province. Under an Imam, there are
several Wali, who have command over a region (kabupaten or kota-
niadya). The Wali is also called Chief Commander (not to be con-
{used with Chief Leader). Under a Wali, there are several Qoid
(ga'id; Arabic for commander), who have command over a kecama-
tun or district. Under a Qnid, there are several Amir (wnir), who
have command over a subdistrict. Under an Amir, there are sever-
al Reis (Ra 'is), who have command over a village. Rois is the lowest
hicrarchical position in the paramilitary organisation. All mem-
bers of TPl paramilitary group are under the authority of the De-
partment of Paramilitary and State Defence.

FPI Military Personnel

Nao Unit/ Position Military Personnel
L8 Jaendi | 1 person
Ruois Equivalent lo 20 _pm's('mnel

3 Amir Fquivalent lo 210 personnel
(200 fundi 1 10 rois] )

- (Joid Equivalent to 1,055 personmel
{1000 frindi + 3 anrir + 50 rois] ]

3 Wali Equivalent to 5,280 personnel
(5,000 jundi + 3 goid — 25 auiir + 250 rois]

f T Equivalent to 26,400 }'}H]‘S('mrml
(25,000 Jundi + 3 wali + 25 goid + 125 anir
1,250 roiz)

7 Inians Besar All military personnel
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Although the structure of FPIL is very much alike that of the
military, Ahmad Shabri Lubis refuses this comparison. A number
of disciplines practiced by FPT are said to have been adopted {rom
the Indonesian education system, which, in one way or another,
adopts military discipline. During the Soeharto era, this discipline
was an integraled part of the national education system. All over
the country, students were introduced to the doctrine of patrio-
tism and semi-military discipline, as seen from the compulsory
Monday morning events and particular national commemorations,
in which students were mobilised and trained to be loyal to the
country. Shabri also refuses the assumption that FPI military per-
sonnel] are equipped with weapons. If there is a weapon, it must
be a stick (foya) made from bamboo or wood, initially used as a
{lagstaff, which in an emergency can be used as a weapon. He
admits that il is difficult for FPI paramilitary members nol o have
weapons but says that toya would be sufficient for them. During
my visits to FPI headquarters in 1999-2000, however, it was obvi-
ous thatl they were equipped with a number of tradilional weap-
ons such as knives and swords.

I we look at the siructure of the organisation, either at the
national or regional level, it is obvious that the top level, that of
the Majlis Syuro and the Executive Board, is dominated by the
hibaib. 1 assume that the presence of FPI, in one way or another, is
a means to accommodate and facilitate the interests of the Juba'ib.
Their domination can be seen in the overall structure of the or-
ganisation, where almost all important positions are under their
control. Since the Jamii at al-Khair broke down in the first decades
of the twenlieth century due to its ongoing conflict with the Irsha-
di, an organisation dominated by the non-habd ik, the fuaba'ib com-
munity have not had a strong organisation that is able to accom-
modate their interests. During the Soekarmo and Soeharto eras,
they were in a peripheral position in the nalion-building process-
es, in terms of social, religious and political life. Since the end of
the New Order period, the chances to access and control the pub-
lic sphere have increased, nol only for the Aaha ib but also for Muslim
people in general. The habda b have thercfore taken up these chances
to be more involved in public life.

[he second level of the organisation is dominated by educated
yvoung Muslims from middle and lower class families. It is mis-
leading to assume that FI’I membership consists only of uneducat-
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ed and poor Muslims. Based on my observations, it is clear that a
number of its Executive Board members are young Muslims who
have been educated in Middle Eastern universities. Some of them
cven graduated from secular universities.” Most of them, howev-
or, are young Muslims who have studied Islam in pesantren (Is-
lamic boarding schools), majlis {aklim (learning centres), and
mosque-based Muslim youth organisations (Ikatan Remaja Masjid).
Similarly significant is the fact that they come from relatively dif-
ferent religious backgrounds. Many of them are attached to NU
and Muhammadiyah, and the remainder claim not to have any
religious affiliations.

The third and lowest level of FPI is dominated by uneducated
Muslims who have become die-hard loyalists of the organisation.
Most of them are ordinary Muslims who joined the organisation
based on paranoia. Many of them are former vigilantes who are
committed to return to the path of Allah (faubat). Crilicised for the
presence of a large number of former vigilantes in FP’1, Shabri ar-
gues that the repenting vigilantes are as good as other Muslims
who return to the path of God. They are even better than those
Muslims who do not have a clear religious standpoint. It is obvi-
ous that those who believe that destroying entertainment centres
is the meaning of fihad, and that in doing so their previous sinful
deeds are forgiven by God and that they will be rewarded with
paradise, are socially and religiously deprived. Time and again it
seems that are manipulated by their senior comrades who pro-
voke them to act against particular targets, which might have po-
litical implications for these senior comrades. These loyalists are
easily mobilised and ready to fight against the enemies of Islam.
One of my interviewees said that FPI can mobilise as many as
10,000 members in just a few hours. During its first anniversary in
1999, FPI deployed as many as 100,000 members and supporters
from Jakarta, Tangerang, Bogor and Bekasi.

The domination of the haba'ib in FPT's Consultative Assembly
and Executive Board appears to have caused many problems within
the organisation. Such domination naturally leads to conflict be-
tween the haba'ib and non-fnba'ib. Both have political interests
which are frequently difficult to resolve. This assumption was con-
firmed when in 2000, Misbahul Anam and Cecep Bustomi declared
that they were leaving the organisation. The former was the in-
cumbent Secretary General and one of FPI's founding fathers. He
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was a highly outspoken leader, who severely criticised govern-
ment policy concerning Muslims affairs. Before he joined FPI, he
studied at many pesantren in Java and grew up highly influenced
by NU traditions. However, his life and career has not been strong-
ly linked to his NU background. During his studies al IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta in the late 1980s, unlike students with NU
backgrounds who usually became activists in the NU-linked stu-
dent organisation PMII (Indonesian Muslim Student Movement),
he joined modernist Muhammadiyah, though informally, and lat-
er on, due to his hard-line standpoint, he joined PII (Indonesian
Islamic Students), the radical Masyumi-linked student organisa-
tion.

Anam said during an interview that he resigned from FPI be-
cause it has moved away from the covenant that they had previ-
ously made. According to Anam, FPI was founded to respond to
all the problems that face Muslim people. But it has increasingly
become involved in issues which, in his opinion, “have nothing to
do with Muslim concerns™. 1t is not quite clear what Anam means
by this, however, I assume that FPI is increasingly dominated by
the haba'ib factions, many of whom are known as political bro-
kers.®* Anam’s decision to leave the organisation effectively erod-
ed the support his faction provided within the FPI branches scat-
tered around Ciputat, Pamulang, Sawangan, and Depok. A num-
ber of informants said that they were no longer interested in FPI
once Anam moved away. “If Anam moves away, | move a vx-*a}-'."“"4
Anam has reportedly retreated from public life and is only con-
cerned with his pesantren.

Cecep Bustami left FPI due to his extremely radical standpoint.
FPI, in many ways, could not adopt his ideas. He left FPI and
established Laskar Iizbullah (The Soldiers of the Party of God) in
Serang Banten not long after the meeting at Kampung Utan in
1998. 1.H has been involved in several raids on entertainment cen-
tres in Serang. On one occasion his followers were involved in an
argument with members of the Serang-based Kopassus (Special
Forces of the Indonesian Military) troops and he was called by the
authorities in Serang lo take responsibility for the actions of his
followers. On his journey from his home in Pandeglang a group of
people, presumably members of Kopassus, stopped his car and shot
him dead.
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Conclusion

Does the issuc of the implementation of Islamic shar7 'ah signal a
return to political Islam in Indonesia? Apparently not. In my opin-
ion, the phenomena of fundamentalism in Indonesia, as indicated
by FP, is more a response to the social conditions that currently
exist. The failure of the government to serve the people is a strong
reason for the rise of fundamentalism and radicalism.

The most effective way Lo stop Islamic fundamentalism is ref-
ormation. Reformation must continue. The stagnation or failure
of reformation will cause the community to reinterpret their reli-
gious understandings in a fundamentalist framework. Repressive
steps by the government towards hardline Islamic leaders is high-
ly effective in the short term. However, this method cannot be
maintained in the long term. Fundamentalist groups always stress
that root cause of the crisis that is affecting this country is Indone-
sia’s failure to heed God’s law. As a result, if this nation succeeds
in overcoming the crisis, law will be implemented once again, the
economy will return to normal, the community will experience
justice, and fundamentalist ideas and hard-line Islam in the style
of FPI will not longer be valid.

Stafia [slamdka, Vol 11, No. 2, 2004
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The original version of this article was written for the AMAN {Asian
Muslim Action Network) Project in Banglkok, Thailand, 2003

There are a number of studies on the emergence of Islamic radicalism in
the post-reformation period in Indonesia. See Chaider 5. Bamualim et al,
“Radikalisme Agama dan PPerubahan Sosial di DK Jakarta” (Jakarta: Pusat
Bahasa dan Budaya IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999-2000); Noorhai-
di Hasan, “Faith and Politics: The Rise of the Laskar Jihad in the Era of
Transition in Indenesia”™, Indonesia, 2002, p. 145-169; Jajang Jahrond, et al,
“Agama dan Negara di Indonesia, Studi tentang Pandangan Politik Frond
Pembela Islam, Laskar Jihad, Ikhwanul Muslimin, dan Laskar Mujahidin”®
(Provek RUKK LIPI, 2002); and Martin van Brumessen, “Genealogies of
Islamic Radicalism in Post-Soeharto Indonesia™ (ISIM and Utrecht Univer-
sity, 2003}

During the Socharto era, especially in the 1970s and 80s, there were no
significant Islamic movements due to tight government control. However,
4 number of clandestine movements were founded by Muslim activists.
See for instance Muhammad Wildan, “Students and Politics: The Response
of the Pelajar Islam Indonesia (PLI) to Politics in Indenesia™, MLA. thesis,
Leiden University, 1999; Abdul Syukur, “Gerakan Usroh di Indonesia, Ka-
sus Peristiva Lampung™ (MA Thesis), (Jakarta, Fakultas Sastra Universitas
Indonesia, 2001); Jamhari, “Mapping Radical Islam in Indonesia,” Studin
Ielqmika Val. 10, Na, 3, 2003,

On the Peneasila as the sole basis of social and political ideology, see Faisal
[smail, “Pancasila as the Sole Basis for All Political Parties and for All Mass
Organisation: an Account of Muslims Responses”™, Shudia Isfamtka, vol. 3no.
4,199%6, p. 1-92.

For theories on Islamic fundamentalism, see Marty, Martin E., R. Scott
Appleby, (eds.), Fundamentalisns Conprefiended {Chicago and London: The
University of Chicago Press, 1995).

Rebert W. Hefner, Cinil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia (Prin-
ceton: Princeton University Press, 2000), p. 58-83.

The Berkeley Malia is a term to indicate the cconomic architects of the New
Order. Tts history dates back to Widjojo Nitisastro, a young economist
from the University of Indonesia (U1), whom Soeharto asked to handle fhe
country’s economic problems. Nitisastro crealed his working team, whose
members mostly came from UL During the first years of the Soeharto era,
many scholarships were made available for them to study economics at
the University of Berkeley in the US,, from which they gained the nick-
name “the Berkeley Mafia™. Not all members of the Berkeley Mafia gradu-
ated from Berkeley University, and notall of the Ul economists were mem-
bers of the Berkeley Mafia, It is simply a term to indicate the unseen bul
powerful organisation that controlled economic policy for at least thirty-
five vears. Hs main approach was making Indonesia’s economy depen-
dent on foreign loans provided by the TMF, World Bank, Paris Club, Lon-
don Club, IGCL, CGI, ete. Remnants of this policy remained in the econom-
ic cabinet of Megawati Soekarnoputri. Kwik Kian Gie, an outspoken Indo-
nesian economist who criticises the IMF, who was the Coordinating Minis

ter for Feonomy and Industry during the first months of Abdurrahman
Wahid s presidency, believes that the Berkeley Mafia still controls Indone-
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sian economic policy. See Muh. Indrajit, Berkeley Mafia dan Fkonomi [ndone
sia, http://mail2.factsoft.de/piper mall/natlonalf 2002-December/
011759 . html

R. William Liddle “Indonesia’s L'nexpected Failure of Leadership” in
Adam Schwarz and Jonathan Paris (eds.), The Politics of Post-Suliarto Tndone-
st {(New York: Council on Foreign Relations I'ress, 1999), p. 16-39,
Corruptior, Collusion and Nepotism (Kornpsi, Kolisi and Nepotisme abbre-
viated to KKIN) are believed to be the root causes of lhe Indonesian crisis.
The reformation movement aims to eradicate KKN as well as establish a
good and ¢clean government.

Anti-Chinese movermnents erupled in several places in Tndonesia during Lhe
New Order period, and Chinese—indtgenous issues are still regarded as
taboo. Issues of ethnicity, religion, and race (SARA) were almost never
discussed during the New Order period in order to prevent horizontal
conflict between Ind onesian communities. Chinese people became the tar-
gets of widespread rioting in 1998. It 1s reported that during this period,
thousands of Chinese left the country and headed to Singapore, Malaysia,
Australia and the U.5. The Chinese, together with the Arabs, had enjoyed
anumber of privileges during the colonial era, as they were second (vreen-
de oosterlisigen) in the social structure, after the Europeans, while nalive
Indonesian were in third place.

Robert W. Ilefner, “Islam and Nation in the Post-Soeharto Era™, in Adam
Schwarz and Jonathan Paris (eds ), The Politics of Post-Siuharto indonesia {(New
York: Council on Poreign Relations Press, 1999), p. 49,

Ray, Oliever, The Ff?".l"ﬂr?‘t’ of Political Islam (Londor: LB, Tauris, 1994)
Robert W. Hefner, C il Islaye: Muslims and Democratization in Indonesia {Prin-
ceton: Princeton L’nl\-‘(-rSltV Press, 2000}

- Abdurrahman Wahid, the traditionalist NU leader, is amongst the Muslim

leaders who refused to join the ICMI, arguing that it would only lead to
sectarianism. Meanwhile the modernist Amien Rais, leader of Muham-
madiyah, joined the ICMI, though later on, due to his criticism of the per-
vasive business of Soeharto’s family, he was undermined within the or
ganisation.

- Harakal, usrah, iklivan, and akimal are term used by the Muslim Brother-

hood-based organisation. Ilowever, as far as [ understand, they are highly
familiar with Shitite thought. One of my usroli {riends who became a mu-
rablbi {educator) within the organisation is quite familiar with Sh'ite thought,

. Muhammad Said Damanik, Fenonena Pariai Keadilan (Jakarta: Rigzalah Gus-
L L.

ti, 2002)

Jalaluddin Rakhmat, one of the young Muslim intellectuals involved in the
Islamisation movements on campuses, wrote a book dmmmstrating their
desire to seek a new model of understanding Islam, Islam Alteriatif (Ban-
dung: Mizan, 1986).

- The Muslim Brotherhood has a very sophisticated interpretation of shaligdal.

It begins with the meaning of ilah, which has ideclogical, emotional, and
material understandings. llali means all the ideological, emotional, and
material concepts that are beyond Allah. After having a good understand-
ing of this concept, they are taught to question secular ideologies like the
Pancasila, capitalism, socialism, etc., which are beyond Allah. Based on Lhis
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indoctrination, the ikhiwan and the akhivat are strongly opposed to the
Pancastln and its secular institutions.

. Post-Iranian Revolution, Sht'ite propaganda was circulated by the Tranian

Embassy in Jakarta. Pictures of a'\vatulldh Rihullah B\hnmelm “Allamah
Mmhdd Mutahhari, and “Allamah Taballaba't were hung in mosques,
schools, offices, and houses. MLmv Mushm aclivists 1dr1f1s(’d them as the
modern heroes of Islam. Baoks, le afluf&., and pamphlets on Iran and Shitism
were handed oul [reely to students and Muslim organisations. 1 his propa-
ganda concerned Saudi Arabia and the rich gulf countries in terms of the
impact of the Revolution. As a result they provided generous donations to
madrasal, mosques, and pesantien, and provided scholarships for study in
Saudi Arabia.

Based on my observations, the Muslim Brotherhood did not establish its
networks until the early 1970s, when a young Muslim activist called Hilmi
Aminuddin, an al- Azhar graduate, gained a great number of followers
amongst Indonesian \1L1~,]1m activists. He moved from one place to anoth-
er to avmd the authorities. His identity was unknown even amongst the
members of the Muslim Brotherhood and he only communicated with the
inner circles,

. Manuel Castells, The Power of Identity (Massachusetts: Blackwell Publishers,

1997), p. 18.

1. Manuel Castells, The Power of Identity, p. 18-9,
. The HadramT refers to people from Hadramaut, an ancient region in the

southern part of the Republic of Yemen. The history of the 1ladrami com-
munity in Indonesia dates back to the eighteenth and nineteenth centuries,
when a large group of Hadramis left their country looking for a better life.
The Hadrami are divided into two groups, based on their genealogical
relationship to the Prophet Muhammad: the sayyids (female: sayyidaiij and
the non-sayyids. The sayyids are those who claim to be descendants of the
Prophet. There has been long-standing condlict between the sayyids and
non-sayyids, as each group ¢ |31m~, toy be the real Hadrami. The sayyids estab-
lished an organisation called Jami al al-Kliair, while the non-sayyids estab-
lished al I:.fu’ri Iy toa 1 Irshad. See Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrami Awak-
entng, Community and Identily in the Netherlands East Indies, 1900-1942 {Ith
aca: Cornell University Press, 1999).

. On Sayyid Uthman ibn Abdullah ibn Yahva, see Azyvumardi Azra,

“ITadhrami Scholars in the Malay-Indonesian [)ink‘pm"i: A Preliminary Study
of Savyid Uthman™, Siudia f:,Jﬁz}J::ka vol. 2, no. 2, 1995, p. 1-33; Natalie Muo-
binie-Kesheh, The Hadrami Awwakening.

. Badru Salam, "Kepemimpinan Dakwah Al ahib Muhammad Rizieq Bin

Husein Syihab,” Skripsi, (Fakultas Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah Jakar-
ta, 2002)

Natalie Mobinie-Kesheh, The Hadrami Awakening, p. 71-90.

Natalie Mobime-Kesheh, The Hadrami Awakening

. Azyumardi Azra, “Hadhrami Scholars™.
28,

Natalic Mobinie-Kesheh, The Hadrami Awakening.

ARD al-sunnah wa al-Jama‘al is a theological school of thought which is
rooted in the traditions of the Prophet Muhammad and his Companions,
Abo Hasan al-Asy arT was the pioneer of this theology, as he developed
Ash’arigm, an attempt to bridge extreme Mu tazilism, which believes in
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the superiority of reason over revelation, and Jabbarism, which believes
in the predestination of human beings.
lanzh Abang is one of the most important Iladrami selilements in Jakarta.
[ts history d’it(‘k back to the heginning of the nineleenth century, when a
large number of Hadrami migrated to the arca and developed it as a reli-
pious and business centre. Tanah Abang has now became one of the most
densely populated slum arcas in Jakarta. Since its development as the cen
tre of the garment business in the carlv 1970s a number of ethnic groups
moved o the area looking [or a better life. Pasar Tanalr Abang, the most
important business centre in the area, is allegedly controlled by vigilantes
who are backed by military personnel. Ttis a perfect example of the contra-
dicHon that exists in Indonesia, where sah and mosgques are located
side by side with prostitution, crime, \-w]]antes, and poverty.

- Kenungkarait is a term to indicate all sinful deeds such as adultery, gam-

bling, alcoholism, crime, corruption, etc, which are forbidden in Islam.
Kemaksiaton or maksiat (Avabic: s shyin) h?‘ the same meaning.

. During the 1980s, the government tightly controlled Muslim preachers. All

preachers were licensed by the government through the Kopkamtib (Com-
mand for Operation, Security Lmd Order) led by General (Marine] Sudoma.
Due to their eriticism of the government, a number of preachers were
sentenced to jail without due legal procedure.

- Ustadh, ‘wlama’, and kyai are titles given to those involved in teaching Islam.

Thev generally deliver religious sermons, and are therefore called preaLh—
ers LTnd, penceramah). Instead of using such titles, the Hadramt use siyald as
an honorific title. The use of Eabib as an honorific title did not begin until the
late 1960s.

Swww hamlineedu/
apakabar/basisdata/1998/12 /09 /0012 html

. Olivier Rov, The Failure of Political Islam (London: LB. Tauris, 1994)
1. General Wiranto was Fl om the “red white military faction™. The “green

military faction’ included General Prabowao, the som-in-law of former pres-
ident Socharte, who, prior to reformation, approached a number of Mus-
lim leaders, among others Din Syamsuddin. See Robert W. Hefner, Ciwil
Istam: Muslims mj Democralization in Indonesia (Princeton: Princeton Uni-
versity Press, 2000).

. Wiranto is one of the Indonesian military officers accused by the media and

western countries of perpetrating human rights violations in post-referen-
dum Fast Timor.

. One of my informants said that lhe military wing of I'Pl can be used to

counter attack Forkot {the City Forum), an extremely left wing student
organisation, presumably supported by secular and Christian groups, which
has criticised the military due to their close relationship with Muslim groups.
Muslims student movements such as Hammas (Inter-Campus Muslim Stu-
dents Association) and KAMMI (The Indonesian Muslim Student Action
Lnion} were also founded to balance the manocuvres made by Forkot and
Christian sludent movements.

[labibie was removed because he was considered to be one of Soeharto’s
cranies. He was known as Soeharto’s golden hoy, enjoving great privileg-
es during Socharto’s presidency. One of his most conlroversial projects
was the Indonesian aircrafl manufacturing project, which required a huge
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amount of money. To this end, he used money initially allocated to a
forestry greening project.

During the 5 I‘L‘Clal Session of the People’s Consultative Assembly, the mil-
itary reportedly recruited as many as 100,000 paramililary groups. See
Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Sochar-
to Indonesia™ (15IM and Utrecht University, 2003),

[nterview with Ahmad Shabri Lubis, the Secretary General of FPL
Jakarta became PPP’s political stronghold from the beginning of the New
Order era. [tis also strong in some parts of West Java, Central Java, parts of
Sumatera and Kalimantan. Hamzah's approach to various Islamic radical
groups has surprised many people. He attended Laskar Jihad’s national
congress held in Jakarta, 2002. This visit was highly controversial because
ils lop leader, [a'far Umar Thalib, was in police detention,

. On Laskar Jihad, see Chaider 5. Bamualim, et al, “Radikalisme Agama dan

Perubahan Sosial di DK Jakarta™ ; Noorhaidi Iasan, “Failh and Politics™;
Tajang Jalwoni, el al, “Agama dan Negara di Indonesia™ On the roles of the
Laskar Jihad in Amban, see Mohammad Shoelhi, Laskar Jihad, Karnbing
Hitam Konflik Maluwku (Jakarta: Pustaka Zaman, 2002).

On Abu Bakar Ba'asyir, scc Idi quband\-‘ lbrahim and Asep Syamsul M.
Romli, Kentroversi Ba 'syir, [ilad Melaiwan Opind “Fitnak " Global (Bandung:
Yayasan Nuansa Cendikia, 2003]

5. Jajang Jahromi, et al, “Agama dan Negara di Indonesia™ See also “Ada

Pembunuhan Diam Saja, Itu Politik”™, Interview with Munir hitp://
aliansi.hvpermart.net f1‘“99,’l()f’mpik4 htm

See Hermawan Sulistyo, Paly Aril di Ladang Tebu, Sejarah Pembartaian Mos-
sal Yang Terlupakan (Jakarta: Gramedia, 2000).

Based on this Act, communism in all its manifestations is a banned ideology
in Indonesia.

. Acecording to the survey by the PPIM, the communists are the group mosl

hated by M1.1sl.ims, followed by Jews, Chinese, Christians, and radical Is-
lamic groups.

Tanjung Priok is a district in the north of Jakarta. A number of ethnic
groups such as the Buginese, Makassarese, Javanese, and Betawi live there,
The incident started when a number of police officers warned Muslim peo-
ple in the area to remove all pamphlets hung up in a local mosque encour-
aging people to refuse the Pancasiie as the sole basis of social and political
life. The fo]lf_w:ing day, they returned to the mosque and found the pam-
phlets were still there. They immediately entered the mosque without tak-
ing their shoes off, removed the pamphlets and smeared the walls wilh
excrement. This enraged Lhe congregation, who then burnt the police offic-
ers” motorcyeles, As a result, a number of people were arrested by the local
pulice station. The following day, people gathered in the mosque in an
attempt 1o release their friends. Amir Biki, the dissident Jeader who be-
came a victim, led them to attack the police station. On their journey they
were intercepted by military lroops. Negotiations made in an attempt to
persuade them to return to their houses, but they refused. The condition
suddenly spiralled out of control and became a massacre. According to one
version, hundreds of Muslims were killed during the incident, and many
were arrested. With the downfall of Soeharto, this case re-emerged in
public debate after fifteen years of being ignored. In ils report, KOM-
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NASHAM (National Commission for Human Rights) concluded that anly
a dozen people were killed. Many Islamic organisations, including FPL
rejected this report and attacked the KOMNASHAM office in Menleng,
Jakarta. Tt has not acknowledged the cormmission since then.

1. Habib Muhammad Rizieq Syihab, “Kita Justru Akan Semakin Keras™, Tekad,

no. 7, Tahun 1, 18-24 Desember 2000,

1. Pl's opposition to Wahid is unclear. When a number of Muslim organisa-

tions asked Wahid to step down, FPI remained calm. Rizieq said that if the
process adhered to the national constitution, he would support it. In an
invitation extended by Wahid, Rizieq said thal he despised those who crit-
icised Wahid personally, saving that Wahid was also one of his teachers
and that he himself was in fact 2 member of NU.

. A number of Islamic radical groups link Syafei’s speech to the Kupang and

Ambon incidents. They believe that the speech triggered the conflicts in
both areas. However, the case remains covered up. Meanwhile, moderate
Muslim leaders such as Abdurrahman Wahid and Nurcholish Madjid have
a different opinion. Wahid believes that such statements are slander, while
Madjid calls itan “incident’. Syafel needs to explains the truth to the Muslim
people and apologise if necessary. Since his resignation from the military,
Syalei has been active in the PRIP (Indonesian 9t1u rle Democratic Party)
led by President Megawati Soekarnopudri, and is Hm(mgst the elites who
control the party.

. Jajang Jahroni et al “Agama dan Negara di Indonesia™

Interview with Zainuddin, FPI paramilitary coordinator.

. Interview with Ustadz Ja'far Shiddig, the L] coordinator.

56. 1 don't know whether FPI has indeed “swept™ the expaltriates. Based on

official information from the police, cases of sweeping are rarely found in

Jakarta. T have heard that Islamic radical groups have carried out sweep-

ings in some cities. The threals of sweeping by FPI have caused anxiety

amongst expatriates. See “Religious Groups Threaten to Expel Americans

from Indonesia™, http:/ ,”198 65 147. 101_,?'.’!-1-1‘}_,1]“3}-1;’ News /2001-08/22/

article9.shtml; Lindsay Murdoch, “lslamic threat to hit Americans, “http:/

Jold.smh.com.au/news /010920 /world /world 15 html

Interview with Ahmad Shabri Lubis

Interview with Ahmad Shabri Lubis

Interview with Misbhahul Anam

As many as 98 % of FP1 paramilitary troops are repenting vigilantes. Inter-

view with Zainuddin, the coordinator of IPPL

The media has played an impaortant role in creating a frightening image of

FPL There are many social and dinkiwal activities which have never been

covered by the media.

“Ye are the best people, evolved for mankind, enjoining what is right,

forbidding what is wrong, and believing in God. If only the People of the

Book had faith, it were best for them: among them are some who have

faith, but mnost of them are perverted transgressors.” (.S, 3:110). In one of

the Prophvt"e sayings, it is said. “Whosoever see corruption among ve, he/

she should change it with his/her hand. If he/she can’t do that, he/she

should change it w1th his/her words. If he/she can't do that, he/she should
change it with his/her heart. And that is the weakest faith.”

Stridin Islomina, Val 11, Nee 2, 2004



64,
63

66,
67

68.

69.

fd
B

Defe

ding the Majesty of lzlam

- Habib Muhammad Rizieq Syihab, “Kita Justru Akan Semakin Keras™,

Tekad, no. 7, Tahun 111, 18-24 Desember 2000,

Jajang Jahroni et al “Agama dan Negara di Indonesia™

“Invite (all) to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching
and argue with them in ways that are best and most gracious, for thy Lord
knoweth best who have stayed from 1is Path, and who receive guidance™
(Q.5.1A:125).

Interview with Ahmad Shabri Lubis, the Secretary General of FP'L

The word "eanyaeng’ was used by PKI (Indonesian Cormmunist Party) mem-
bers as a slogan to fight against their enemies. It is unlikely a coincidence
that FPl uses this word to encourage the spirit of resistance among the
oppressed.

“Operasi Jeda Maksiat ala FPI7, http://www detik.com /peristiwa £2000/
12/01/2000121-040837 shtml

Depok is a new settlernent localed in sou th Jakarta. It was developed dur-
ing the late 1970s as an impact of the urbanisation project. Many Muslim
people moved to this area and built mosques and pesantren. Sawangan is
known as a stronghold of Nahdhatul Ulama and Muhammadiyah, Mean-
while Parung is a relatively new area, developed after the |akarta-Bogor
highway was built in the 1980s. This lealy area attracts investors in enter-
tainment businesses. Parung is known as the place where many warung
remany-reniaing or places of hidden prostitution are found.

. The ideology of FPI can be found in Muhammad Rizieg Syihab, Iabib,

Dhnlog Piagam Jakarta (Jakarta: Pustaka Sidah, 2000).

. Jajang Jahreni, “Islamic Fundamentalism in Contemporary Indonesia™,

Refleksi, Val. TV, No. 1, 2002.

; In 2001, the percentage of those who agreed wilh the application of Islam-

ic law was 61.4 %. In 2002 and 2004, this percentage increased to 71 % and
75%. This survey has been misunderstood by a numbe: of radical Islamic
groups who sec it as evidence of growing enthusiasm for the application
of Islamic law. See “Barometer Indonesia untuk Konsolidasi Demaokrasi™
{Jakarta: PPIM, 2002). See Tenpo, December 29, 2002; See also Jamhari and
Tahroni, | {eds ), 2004, p. 215.

. See “Gerakan Pembangunan Masvarakat Berakhlaqul Karimah™ http://

Wi W clanju ;‘.go.id Smarhamah/htm

CInterview with Ahmad Shabri Lubis
. Interview with Ahmad Shabri Lubis
. Habib Muhammad Rizieq Syihah, Dielog Piagam Jakaria {Jakarta: Pustaka

Sidah, 2000).

. Allegiance to the Republic of Indonesia can be found in the decree con-

cerning the appointment of a woman as president, following the election
of Megawati Soekarnoputri after Abdurrahman Wahid's impeachment in
2000, as follows: “The Oath of FPI Paramilitary Members. We, the mem-
bers of the FPT paramilitary, fully support the Decree of the Islamic De

fenders Front on the appointment of a woman as presidenl. We pledge to
the state: (1). To protect the unity of the state of the Republic of Indonesia;
(2). To protect the unity of the Indonesian nation; (3) To protect the securi-

ty, order, and salety of the Republic of Indonesia; (4] To obey all of the
government’s policies as long as they are in accordance with the Constitu-
tion and not against Islamic teachings; (5) To be the guards of the Republic

Studia Lelamitka, Vol 11, Na. 2, 2004
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of Indonesia, with belief and fear in Allah the Almighty.” FPI's Decree on
the Appointment of a Woman as President (Jakarta: FPL Secretary, July 24,
200173,

. Interview with Ahmad Shabri Lubis, the Secretary General of FPL
. Martin van Bruinessen, “Genealogies of [slamic Radicalism in posl-Suharlo

Indonesia.”

There are hundreds of NCOs that focus on drug abuse in the country,
which is an expression of people’s concern towards this issue. These move-
ments have been supported by all members of the community including
Muslim organisations, celebrities, women’s groups, and sludent organisa-
tions.

. ALAL Maramis (a Christian) was the only non-Muslim member of the Nine

Commission.
a consisls of five principles. (1). Ketuhanan Yang Mal Usa (Belief
in One God); (23 Kemasinsiaan Yaine Adil dan Beradal (Humanitv Based on
i X [} = -
Justice and Civility); (3) Persatuan Indonesiaz (The Unity of Indonesia); {4)
Keralowatan Yane Dipimpin olch Hikomat Permusyawoaratan/Pereakilan. {The Peo-
"'l & ! l ¥ "
ple are Led by Consultative and Representative Wisdom); (5) Keadilan bagi
Selwrih Ralkyal Indonesia {Social Justice for all Indonesians).
H | | ;

. Por debate on the Jakarta Charter, see H. Endang Saifuddin Anshari, Piag-

am Jakarta 22 Juni 1943 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis
Islami dan Nasionalis “Sekuler” tentang Dasar Negara Republik Indonesia,
1945-1959 {Bandung: Pustaka, 1981)

For debate on 1slam as the state ideology during the period of parliamen-
tarism see Ahmad Syafi'i Ma’arif, “Islam as the Basis of Stale: A Study of
the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debales
in Indonesia,” 'h1D Dissertation, University of Chicago, 1953.

Habib Muhammad Rizieq Svihab, Dialog Piagam Jakaria (Jakarla: Puslaka
Thnu Sidah, 2000)

- Nahdhatul Llama and Muhammadiyah reject the idea of a return to the

Jakarta Charter. A number of Muslim intellectuals such as Abdurrahman
Wahid, Nurcholish Madjid, A. Svafi’i Ma'arif, Masdar F. Mas udi, and Ulil
Abshar Abdalla reject the Jakarta Charter as well as the amendment of Act
29 of the Constitulion.

- See Nurcholish Madjid “Kotak "Pandora™ Bernama UUD 457 http://

www Kjrihkgore hk/penerangan/nasional-16.htm

 Ahmad Shabri Lubis is the third Secretary General of FPL The first 1s K11

Misbahul Anam and the second is Muhanunad Reza Pahlevi, S Ag.

9. Bl Surakarta is one of the most aclive Muslim organisations in the coun-

try. Il appears that it has been influenced much more by MMI, an Islamic
orpanisation led by Abu Bakar Ba“asyir, which in many ways has different
int.erprclalions af Islam o those of FPL

Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Ra dicalism in Post-Suharto
Indonesia™.

Jahroni, Jajang, et al, “Agama dan Negara di Indoncsia, Studi tentanyg

Pandangan Politik Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Tkhwanul Muslimin,
dan Laskar Mujahidin™ {Proyek RUKK LIPT, 2002)
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Axs many as 20 percent of Pl paramilitary members are university grad-
uates. The total number of FPI paramilitary members in Jakarta in 2000
was 5200 personnel. Interview with Ustadz Zainuddin.

During Abdurrahman Wahid's presidency there was a hnbib called Ali
Ba’aqil, a member of the muflis sywro of FP1, who was accused of helping
Tommy Soeharto’s renegade. On the political attitudes of the Hladrami see
Azyumardi Azra, “Hadhrami Scholars in the Malay-Indonesian Diaspore:
A Preliminary Study of Sayvyid Uthman”, Studia Islamika, vol. 2, no. 2, 1995,
p. 1-33; Natalie Mobini-Kesheh, The Hadrantd Awakening, Communily and
Identity in the Netherlands East Tndies, 1900-1942 {Ithaca: Cornell University
Press, 1999}

94 Svu’iab Sumaryadi, an FPLsupporter from Ciputat.
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